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ABSTRAK 

 Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perda 

Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 Terhadap Sistem Pengupahan 

Pekerja Di Unit Usaha Pelanggan Pengguna Air Minum  (HIPPAM)  di 

Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan  Kabupaten Tuban” merupakan 

hasil penelitian lapangan untuk memjawab pertanyaan: Bagaimana 

sistem pengupahan pekerja  dan bagaimana analisis hukum  Islam  dan 

Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 terhadap sistem pengupahan 

pekerja di Unit Usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum 

(HIPPAM) Desa Lajo lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan 

data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data 

disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni 

tentang sistem pengupahan pekerja di unit usaha HIPPAM di Desa 

Kecamatan Singgahan  Kabupaten Tuban kemudian dianalisis dengan 

menggunakan pola pikir induktif yaitu memaparkan praktik pengupahan 

pekerja di unit usaha HIPPAM Lajo Sejahtera kemudian dianalis 

menurut hukum Islam dan Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016. 

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu  sistem pengupahan pekerja 

diunit usaha HIPPAM Lajo sejahtera ditetapkan dengan sistem 

persenan, yaitu 20 % dari hasil tagihan pelanggan yang setiap bulannya 

berbeda-beda sehinggan jumlah nominal upah yang diterima  tidak tetap. 

 Dengan demikan hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hukum Islam  praktik pengupahan yang terjadi  merupakan 

kegiatan  bermuamalamh dalam bab  Ija@rah ‘ala al-asykhash yaitu sewa 

atas jasa, keahlian, atau pekerjaan orang. Berdasarkan syarat dan rukun 

upah, sistem pengupahan yang terjadi sudah sesuai dalam aturan 

pengupahan dalam ija@rah Namun menejemen dalam sistem  pengupahan 

yang digunakan tidak menjamin hak pekerja . Sedangkan berdasarkan 

perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016  sistem pengupahan yang 

digunakan pada unit usaha HIPPAM dengan sistem prosentase 

(persenan), tidak menggunakan aturan perda yang berlaku, meskipun 

dalam unit usaha HIPPAM belum mampu memberi upah sebesar UMK, 

maka sesuai dalam pasal 53 ayat 2   yaitu bagi perusahaan maupun Unit 

Usaha yang tidak mampu memberikan upah  sesuai dengan standar 

UMK kabupaten Tuban maka dapat mengajukan permohonan 

penangguhan kepada Gubernur, Serta  terkait hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja tentang hubungan industrial belum 

termenejemen. 

 Sehinggan penulis menyarankan  kepada perusahaan, Unit usaha 

atau jenis lainnya yang memperkerjakan sesorang atau yang 

menggunakan jasa tenaga kerja harus  memenegemen sistem aturan upah 

yang layak dan patut, harus memperhatikan prinsip keadilan serta 

memperhatikan  hak-hak dan kesejahteraan para  pekerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem Hukum 

campuran artinya di Indonesia menggunakan beberapa sistem aturan 

hukum diantaranya  hukum positif, hukum adat dan Hukum agama. 

Yang mana masing-masing hukum memiliki wewenang dan peraturan 

sesuai dengan porsinya1. Dalam Agama Islam memiliki aturan hukum 

yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan 

sesama manusia ataupun dengan Allah. Islam sebagai agama bukan 

hanya untuk perihal ibadah saja melainkan juga perihal bermuamalah 

yang berpedoman pada al-Qur’an dan al-Sunnah2. Islam menganjurkan 

manusia untuk bermuamalah agar bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya 

yaitu dengan  mengadakan hubungan timbal balik dengan sesama 

manusia, dengan cara bekerja sama antara satu sama lain, dan saling 

tolong-menolong dalam menjalankan usaha. Seperti firman Allah surat 

al-Maidah(5): 2  

ْتعََْ ْوَلَا ْوَالتَّق وَىٰ برِِِّ ْال  ْعَلىَ ْعَْاوَنُْوَتعَاَوَنوُا ِْوا ْال  ْوَال عدُ وَانِْْث مِْلىَ

َْ ْاللََّّ َْإنَِّ   شَدِيدُْال عِقاَبِْ وَاتَّقوُاْاللََّّ

                                                           
1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2014),.48. 
2Mohammad Daud Ali,Hukum Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998),.36 
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Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 

(QS. al-Maidah(5): 2)3  

 

Dari ayat tersebut bisa diketahui bahwa Allah mengajarkan kita 

sebagai manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan, dan 

bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

Allah memberikan kebebasan dalam  bekerja  yang bertujuan 

untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun kebebasan bukan berati 

semua cara bisa digunakan, melainkan harus tetap berpedoman dengan 

al-Qur’an dan al-Sunnah serta aturan hukum yang berlaku yang mana 

selalu menggunakan prinsip-prinsip dasar yaitu: Keadilan, Keterbukaan 

dan Kemaslahatan dan harus saling menjaga keharmonisan satu sama 

lain4. Prinsip dasar tersebut harus diterapkan dalam menjalankan 

pekerjaan baik untuk pekerja maupun yang memperkejakan (majikan). 

Sesuai firman Allah surah al-Nisa’(4): 29 

وَا ْأمَ  ْتأَ كُلوُا ْلَا ْآمَنوُا ْالَّذِينَ ْأيَُّهَا ْبَْلكَُْياَ ْبِْم  ْي نكَُم  ْإِلاَّ ْتكَُونَْْال باَطِلِ أنَ 

ْ ْترََاضٍْمِن كُم  ْعَن  ْتجَِارَةً ْأَْْۚ  ْتقَ تلُوُا ْْكُمْ ن فسَُْوَلَا  َْْۚ ْاللََّّ ْبكُِمْإِنَّ ْكَانَ

 رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

                                                           
3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya,2011),.349. 
4 Veitzal Rivai,dkk, Islamic Transaction Law in Bussines dari Teori ke Praktik, cet.1 

(Jakarta:Bumi Aksara,2011),.37-38. 
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di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. 

al-Nisa’(4): 29)5 

 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan 

harus adanya kerelaan dan kejelasan dari masing-masing pihak,  agar 

tidak menyalahi  aturan Islam  yang dalam istilah disebut Fiqih dan 

Syariat dan juga peraturan perUndang-undangan di Idosonesia yang 

mempunyai aturan hukum yang mengikat. Oleh karena itu  dalam 

bekerja harus  adanya perjanjian kerja secara jelas oleh kedua belah 

pihak. Perjanjian kerja dalam Syariat Islam digolongkan dalam 

perjanjian sewa-menyewa (ija@rah), yaitu sewa atas manfaat barang 

(ija@@@@ @@@@@@@@@rah ‘ala al-a’yan), dan sewa atas jasa, keahlian, atau pekerjaan orang 

(ija@@@@@@@@@@@@@rah ‘ala al-asykhash).6  

Kegiatan sewa-menyewa atas jasa pekerja seperti yang terjadi 

pada Badan Usaha Milik Desa BUMDesLajo Sejahtera Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, pada Unit Usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Unit Usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) merupakan  jenis usaha desa 

yang mengelola perairan dari sumber mata air dan diperuntukkan untuk 

masyarakat Lajo Lor.  Mekanisme yang digunakan untuk mengontrol 

tagihan air  pada masayarakat yaitu dengan menggunakan  alat berupa 

meteran yang di pasang dimasinng-masing rumah warga, yang kemudian  

                                                           
5 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya,2011),.153. 
6 Suhrawardi k.Lubis, Hukum Ekonomi Islam,(jakarta:Sinar Grafaika,2000),.152. 
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dikontrol  secara manual  oleh petugas setiap satu bulan sekali, biaya 

tagihan dihitung tiap 1 meternya  yaitu Rp 1000/meter, untuk hal ini 

BUMDES  Lajo Sejahtera menyewa jasa pekerja untuk mengontrol 

meteran sekaligus menagih tagihan pembayaran Himpunan Penduduk 

Pemakai Air Minum (HIPPAM) setiap bulannya, dengan imbalan berupa 

upah dengan sistem persenan yaitu sebanyak 20% dari hasil perolehan 

tagihan keseluruhan. Jadi upah yang diterima pekerja tidak ada 

kepastian jumlah karena bergantung dari porolehan  penarikan tagihan 

yang didapat, yaitu bisa banyak juga bisa sedikit tergantung hasil 

perolehan penarikan tagihan, ketika hasilnya banyak maka pekerja 

memperoleh upah yang lumayan banyak namun ketika hasil penarikan 

tagihan sedikit maka upah yang diterimapun sedikit, sedangkan tugas 

atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja selalu seimbang tiap 

bulannya, dalam hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pekerja ketika 

hasil dari penarikan tagihan HIPPAM nya rendah karena pekerja hanya 

memperoleh upah secara persenan saja tanpa ada  tambahan uang makan 

dan uang transportasi. 

Sewa-menyewa berupa barang atupun jasa dalam akad ija@@@@@@@ @@@@@@rah 

terdapat  salah satu syarat objek yaitu harus adanya ujrah (upah), yakni 

upah yang sepadan,  halal dan jelas serta memiliki nilai ekonomis7. 

Penetapan upah harus dengan cara yang layak dan  patut, tanpa 

                                                           
7 Imam Musthofa, Fiqih  Mu’amalah Kontemporer,(Jakartarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2016),.102 
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merugikan kepentingan pihak manapun8. Dalam pemberian upah selain 

membutuhkan unsur keadilan juga membutuhkan unsur kelayakan, 

kepatutan dan upah yang sepadan sesuai dengan apa yang  dikerjakan. 

Selain aturan hukum Islam, peraturan Daerah Kabupaten Tuban no.19 

Tahun 2016 tentang Ketenaga Kerjaan juga mengatur terkait 

pengupahan, pada pasal 52  yang menyatakan setiap pekerja/buruh 

berhak memperoleh penghasilan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undang.9 

Dalam kegiatan sewa atas jasa sering terjadi permasalahan yang terkait 

hak-hak pekerja yaitu hak untuk diperlakukan secara baik dalam 

lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial dan hak atas  kelayakan 

upah10,  karena masih banyak pihak yang kurang memahami sistematika 

hak dan kwajiban masing-masing pihak terkait kelayakan upah, sehingga 

pengupahan dengan sistem persenan oleh BUMDES Lajo Sejahtera 

masih terus berjalan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait sistem pengupahan yang akan dianalisis 

menggunakan hukum Islam dan PERDA No.19 Tahun 2019 Kabupaten 

Tuban. Dalam hal ini penulis memilih judul “Analisis Hukum Islam dan 

Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan  

Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Di Unit Usaha Pelanggan 

                                                           
8 Muhammad Syarif Chaudry, Sistem Ekonomi  Islam Prinsip Dasar (fundamental of Islamic 
System) cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012),.197-198. 
9 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban no.19 tahun 2016 
10 Suhrawardi k.Lubis, Hukum Ekonomi Islam,(jakarta:Sinar Grafaika,2000),.154. 
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Pengguna Air Minum  (HIPPAM)  Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan  

Kabupaten Tuban” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah - masalah yang mungkin terjadi pada 

penelitian ini diantaranya : 

1. Faktor–faktor yang melatarbelakangi Unit Usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor Tuban 

2. Sistem pembayaran tarif oleh konsumen di Unit Usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor Tuban 

3. Akad kerjasama antara BUMDES dengan  pekerja penarik tagihan di 

Unit Usaha  Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) 

desa Lajo lor  Tuban 

4. Pemberian upah pekerja yang tidak pasti jumlah nominalnya 

5. Dampak  yang terjadi akibat ketidak pastian jumlah nominal  upah 

6. Sistem pengupahan pekerja  di Unit Usaha  Himpunan Penduduk 

Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo lor Tuban 

7. Analisih hukum Islam dan Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 

2016 terhadap sistem pengupahan pekerja penarik tagihan Unit Usaha 

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) 

Untuk lebih terfokuskan ke inti dari penelitian maka penulis 

akan membuat batasan masalah dari indentifikasi masalah yang ada, 
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agar lebih terarah untuk memperdalam materi yang akan dikaji sesuai 

dengan ruang lingkup dan permasalahanya sebagai berikut : 

1. Menjelaskan terkait sistem pengupahan pekerja penarik tagihan Unit 

Usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Desa 

Lajo Lor Kecamatan Singgahan  Kabupaten Tuban 

2. Menganalisis berdasarkan  hukum  Islam  dan Perda Kabupaten 

Tuban No.19 Tahun 2016 terhadap sistem pengupahan pekerja di 

Unit Usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di 

Desa Lajo Lor  Kecamatan Singgahan  Kabupaten Tuban 

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah di atas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja di Unit Usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)  Desa Lajo lor Kecamatan 

Singgahan Kabupaten Tuban ? 

2. Bagaimana analisis hukum  Islam  dan Perda Kabupaten Tuban No.19 

Tahun 2016 terhadap sistem pengupahan pekerja di Unit Usaha 

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban ? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini merupakan diskripsi secara ringkas tentang 

kajian atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait 

masalah-masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwasnya tulisan 

ini bukanlah sebuah karya plagiasi ataupun duplikasi dari kajian atau 

penelitian yang telah ada11. Penulis menemukan beberapa judul skripsi 

yang hampir sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu : 

1. Lia Resti Carlina alumni  Muamalah  Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menulis dalam 

bentuk skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase 

Dalam Persefektif Fiqih Mu’amalah (studi di SPA dan Salon 

Muslim Az-Zahra di Bandar Lampung) dalam skripsi ini 

membahas tentang  pengupahan karyawati dengan sistem 

persentase (jumlah jasa pelayanan) yang dianalisis menggunakan 

Fiqih Muamalah dan hasil dari penelitian ini  dinyatakan bahwa 

pengupahan yang terjadi di SPA dan Salon Muslim Az-Zahra di 

Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan Fiqih Muamalah 

karena ada ketidak adilan, yaitu  penentuan jumlah pelayanan 

ditentukan oleh pemilik usaha, pihak karyawati hanya menerima 

                                                           
11 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi,ed.Revisi,(Surabaya:cet 3.2011) ,.9. 
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ketetapan pemilik usah, Sedangkan upah sesuai dengan yang 

dikerjakan tanpa ada uang makan. 

2. Kartika alumni Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negri  Raden Fatah Palembang, menulis 

dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan 

Tidak Tetap Di PTPMN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk 

Keliat Kabupaten  Ogan Ilir, dalam sekripsi ini membahas tentang  

pengupahan karyawan tidak tetap, yang kemudian dianalis 

mengunakan Hukum Islam, dalam penelitian ini menyebutkan 

bahwa pengupahan yang terjadi sering mengalami keterlambatan, 

namun hasil akhir dari penelitian sistem pembayaran upah  yang 

digunakan telah sesuai dengan hukum Islam karena tidak 

menyalahi aturan akad, dan keterlambatan pengupahan telah 

ditanggung oleh ketua mandor degan uang pribadi. 

3. Wiwin Norma Yunita alumni Muamalah Fakultas Syariah dan 

Hukum Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 

menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2011 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur padi 

(studi Kasus UD sumber Makmur  Desa Randusongo Kecamatan 

Gerih Kabupaten Ngawi), dalam skripsi membahas tentang 

pengupahan penjemur Padi, yang dianalisis mengunakan Hukum 

Islam, dalam penelitian ini  pengupahan yang diberikan 
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bergantung pada keadaan cuaca, dan ditambah adanya kompensasi 

hak tambahan yaitu berhak mendapat upah dari hasil penjualan 

bekatul. Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem 

pengupahan yang digunakan telah sesuai karena para penjemur 

padi diberi hak upah dari penjualan bekatul yang dibagi dua 

dengan majikan, jadi sistem yang digunakan tidak merugikan  

kedua belah pihak 

4.  M. Ali Famhmy Firmasyah alumni Muamalah Fakultas Syariah 

dan Hukum Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 

menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2010 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan Upah Pandego 

Dengan sistem Pesrsenan Di Desa Tanjungwijoro Kecamatan 

Bungah Gresik, yang dianalisis menggunakan hukum Islam, dalam 

penelitian upah diberikan dengan cara persenan setelah pekerja 

melakukan pekerjaanya. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa sistem pengupahan yang digunakan sudah sesuai dengan 

hukum Islam yaitu pengupahan diberikan setelah melakukan 

pekerjaanya. 

Dari beberapa penelitian di atas tema yang dibahas sama-sama 

terkait  sistem pengupahan namun masing-masing  memiliki berbagai 

macam perbedaan dalam pembahasan penelitian Sama halnya penelitian 

penulis yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perda Kabupaten 

Tuban No.19 Tahun 2016 Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Di Unit 
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Usaha Pelanggan Pengguna Air Minum  (HIPPAM)  Desa Lajo Lor 

Singgahan Tuban”.  

Perbedaan dengan penelitian oleh Lia Resti Carlina terletak pada 

objeknya  yaitu  pengupahan karyawati di SPA dan Salon Muslim Az-

Zahra dan metode analisisnya mengunakan fiqih Muamalah. Pada 

penelitian oleh Kartika berbedaan terletak pada objeknya yaitu 

pengupahan  karyawan  tidak tetap  PTPMN VII Cinta Manis, dan  teori 

dalam analisisnyaa menggukan tinjauan hukum Islam saja. Sedangkan 

perbedaan pada penelitian oleh Wiwin Norma Yunita terletak pada 

objeknya yaitu  pengupahan  penjemur padi  dan permasalah terletak 

pada sistem  pengupahan yang bergantung pada cuaca tapi masih adanya 

upah tambahan dari hasil bagi penjualan bekatul. Dan perbedaan dengan 

penelitian  M. Ali Famhmy firmasyah terletak pada objeknya yaitu  

penetapan Upah Pandego di Gresik, dan analisis penelitiannya 

mengunakan hukum Islam saja.  

  Jadi perbedaan beberapa penelitian di atas dengan penelitan oleh 

penulis terletak pada objek, permasalahan pada sistem pengupahan dan 

tinjauan analisis penelitian masalah  yang digunakan. Objek pada 

penelitian ini adalah pekerja  yaitu sebagai penagih tagihan dan tukang 

kontrol meteran air di Unit Usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air 

Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor Singgahan Tuban,  juga pada 

permasalahannya terletak pada pengupahan yang menggunakan sistem 
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persenan dari hasil penaraikan tagihan Air dalam Satu bulan, dan 

tinajauan analisis penelitian yang digukanpenulis ialah Hukum Islam dan 

Peraturan Pemerintah Daerah No.19 Tahuan 2016. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  karena bertunjuan agar  hasil dari 

penelitian memperoleh kesimpulan yang bermanfaat. Adapun  tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pekerja di Unit Usaha 

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)  Desa Lajo lor  

SinggahanTuban  

2. Untuk mengetahui analisis  hukum Islam dan  Perda Kabupaten 

Tuban No.19 Tahun 2016 terhadap sistem pengupahan pekerja di 

Unit Usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) 

Desa Lajo lor Singgahan Tuban 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini penulis berharap sebagaimana pada 

umunya suatu penelitian atau karya Ilmiah agar hasil dari penelitiannya 

berguna bagi pihak-pihak pelaku usaha yaitu BUMDES Lajo Sejahtera 

dan bagi pekeraja, serta  mempunyai nilai tambah dan bermanfaat bagi 

para pembaca terlebih penulis. 

Oleh karena itu, secara terperinci penelitian ini diharapkan 

berguna baik secara teoritis dan secara praktis yaitu : 
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1. Secara Teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar bisa : 

a. Menambah wawasan dan wacana ilmu pengetahan dalam 

bidang ilmiah maupun akademisi bagi penulis dan juga 

pembaca. 

b. Menambah bahan pustaka bagi UIN Sunan Ampel Surabaya 

khususnya Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi 

Syariah mengenai sistem pengupahan pekerja/buruh. 

c. Diharapkan bisa menjadi sebuah  literatur  sebagai  dorongan 

dalam penelitian serupa. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar beguna pagi 

para pelaku usaha dan juga pekerja/buruh di Unit usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) terhadap perlindungan 

hak dan kewajiban yang semestinya dan memberikan informasi 

kebenaran terkait sistem pengupahan pekerja berdasarkan hukum 

Islam dan aturan Perda Kabupaten Tuban . 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional akan memberikan penjelasan tentang 

pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga bisa 
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digunakan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur 

variabel tersebut yang digunakan dalam penelitian ini12. 

Beberapa kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

Hukum Islam  

: 

Segala aturan dan ketentuan  

yang mengikat dan bersumber 

dari al-Quran as-Sunnah, dan 

para pendapat ulama13. pada 

penelitian ini lebih difokuskan 

membahas tentang teori 

pengupahan (ujrah).  

 

Peraturan pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Tuban No. 19 tahun 

2016  

 

: 

Segala aturan dan ketentuan  

dari Pemerintah daerah yang 

mengatur dan mengikat dan 

hanya berlaku didaerahnya 

saja, pada penelitian ini lebih  

difokuskan pada Perda 

kabupaten Tuban No.19 Tahun 

2016. tentang aturan 

                                                           
12 Petunjuk teknis penulisan skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

Surabaya,2017 
13 Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah,(Malang:Setara Press,2016),12. 
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pengupahan ketenagakerjaan. 

 

Pelanggan Pengguna 

Air Minum  

(HIPPAM) 

: Merupakan Unit Usaha yang 

dinaungi Badan Usaha Milik 

Desa BUMDes dalam 

pengelolaan Sumber Air yang 

digunakan untuk kebetuhan 

warga desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan 

Kabupaten Tuban 

 

Sistem Pengupahan Pekerja 

 
 
 

 

Unsur yang berkaitan dengan 

cara memberikan  imbalan 

kerja kepada pekerja, pada 

penelitian  ini lebih 

difokusakan  pada pengupahan 

yang menggunakan sistem 

persenan. 

 
 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Penelitan yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perda 

Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 Terhadap Sistem Pengupahan di 

Unit Usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa 

Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban” merupakan 

penelitian lapangan  (field research), yakni penelitian yang dilakukan 

berorientasi pada pengumpulan data di lapangan dan informasi yang 

diperoleh langsung dari responden14. Dan pendekatan yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur 

penelitian yang menghasilakan data  deskriptif, berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati oleh peneliti15. 

 

2. Objek  dan Subjek Penelitian 

a. Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan 

atau sebagai sasaran penelitian, pada penelitian ini yang menjadi 

objek adalah Sistem pengupahan pekerja di unit usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.   

b. Subjek penelitian adalah sarana yang diamati dalam rangka 

pembubutan sasaran penelitan. Jadi subjek dipilih oleh peneliti 

yang dianggap memiliki  kredibilitas untuk memberikan 

informasi dan data yang sesuai permasalahan yang diangakat, 

pada penelitian ini subjeknya adalah penanggung jawab Unit 

                                                           
14 Kris H.Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakart: Andi,2017),13. 
15 Anwar Hidayat, http://www-statistikian-com.cdn.ampproject.org/wp/s/  

http://www-statistikian-com.cdn.ampproject.org/wp/s/
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Usaha yaitu Ketua BUMDES Lajo Sejahtera, dan pekerja 

(tukang tagih pembayaran tagihan air) di Unit Usaha Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, serta  perangkat Desa 

Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban 

3. Data yang dikumpulkan  

Data yang dikumpukan yakni data primer dan sekunder yang 

dianggap perlu untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari16 : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data utama yang dihasilkan secara 

langsung dari responden, dalam penelitian ini data yang akan 

digali yaitu: (1) Data tentang sistem pegupahan pekerja yang 

diterapkan di Unit Usaha Pelanggan penggunaan Air Minum 

(HIPPAM) di Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan kabupaten 

Tuban, (2) Data tentang kepuasan upah oleh pekerja di HIPPAM 

di Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan kabupaten Tuban, (3) 

Data tentang jumlah rata-rata upah yang Diterima pekerja, dan 

(4) Data tentang Perjanjian Kerja. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data pelengkap yang digunakan untuk 

melengkapi data primer, data sekunder yang digunakan dalam 

                                                           
16 Bambang sugono, Metodologi Penelitian Hukum,(jakarta: raja Grafindo Persada,1998),166. 
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penelitian ini yaitu berbagai buku, skripsi yang berkaitan tentang 

konsep upah (Ujrah) dalam hukum Islam, dan Peraturan 

Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 

dan dokumen pelengkap diantaranya : (1) Data jumlah pelanggan 

HIPPAM di Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan kabupaten 

Tuban dan (2) Data perolehan hasil tagihan rata-rata per bulan 

dari pelanggan HIPPAM.  

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh17.  

Sumber data  yang diperlukan pada penelitin ini diantaranya : 

a.  Sumber Data primer 

Sumber  data  primer adalah tempat data primer  diperoleh18 

yaitu pada  penelitian  ini  sumber data primer diperoleh  secara 

langsung dari responden yaitu : 

1) Pihak Pengelola Unit Usaha Himpunan Penduduk 

Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban 

2) Pihak pekerja di Unit Usaha Himpunan Penduduk 

Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban 

                                                           
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan dan Praktik, (Jakarta:Rineka 

Cipta,2006),129. 
18 Andi Prastowo,Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014),212. 
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3) Perangkat Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan 

kabupaten Tuban 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah tempat data sekunder 

diperoleh, yaitu pada penelitiaan ini sumber data sekunder 

diperoleh dari  dokumen-dokumen, dan dari kepustakaan 

yaitu19:  

1) Wahbaah Zuhaily, fiqhu al Islam wa adilatuhu jilid 5, 

2011 

2) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,2011 

3) Abu Azzam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, 

4) Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam, 

5) Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam,2000 

6) Abdul Djalil,Dkk,  Fiqh Rakyat,2000 

7) Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam,2008 

8) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,1988 

9) Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,2001 

10) Undang-Undang Peraturan Daerah No.19 Tahun 2016 

Kabupaten Tuban,. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam teknik pengumpulan data, penulis akan menggunakan 

beberapa metode sebagai berikut: 

                                                           
19 Ibid,213.  
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a. Observasi, yaitu suatu metode yang biasa dikenal sebagai survei 

lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

dengan cara mempelajari dan memahami suatu permasalahan 

yang ingin dikaji20. Dalam penelitian  ini penulis akan 

mengamati tentang sistem pengupahan pekerja di Unit Usaha 

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo 

Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, jadi penulis akan 

melakukan pengamatan atau survei lapangan kepada pengelola 

BUMDES Lajo Sejahtera 

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait apa yang hendak digali dari responden secara langsung21. 

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 2 orang 

pengelola BUMDES  Lajo Sejahtera,  2 orang Pekerja di Unit 

Usaha Pelanggan Penggunaan Air Minum (HIPPAM), Perangkat 

Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. 

c. Dokumentasi, yaitu suatu metode mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda 

dan sebagainya22. Pada penelitian ini dokumen yang akan dicari 

yaitu: dokumen data Pelanggan, Struk tagihan HIPPAM . 

6. Teknik Analisia Data 

                                                           
20 Bahder john nasution, metode penelitian ilmu hukum, ( Bandung: CV Mandar Maju,2008),.169. 
21 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenandamedia Group,2015),138 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (jakarta:Reneka 

Cipta,2013),.188. 
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Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif analisis dengan pola pikir induktif  

a. Deskriptif Analisis 

Deskriptif analisis yaitu analisis data dengan cara 

menggambarkan dan menjelaskan data sesuai kenyataan23. pada 

penelitian ini akan dipaparkan data-data tentang Sistem 

pengupahan pekerja di Unit Usaha Pelanggan Pengguna Air  

Minum (HIPPAM) yang kemudian akan di analisa dengan  teor 

Pengupahaan (ujrah) berdasarkan Hukum Islam dan aturan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016. 

b.  Pola Pikir  Induktif 

Pola pikir induktif  yaitu  metode menganalisis data yang 

bersifat khusus  kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum24,  penelitian ini data khusus yang dianalisis yaitu tentang 

sistem pengupahan pekerja di Unit Usaha  Pelanggan Pernggunaan 

Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan 

Kabupaten Tuban, kemudian dianalisis pokok permasalahnya 

dengan teori upah dalam hukum Islam dan Perda kabupaten Tuban 

No.19 tahun 2016. 

                                                           
23 Sutrisno Hadi, Metode penelitian, (Jakarta: Andi Offset,1986),193. 
24 Moh Nazir, metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005),63. 
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I.   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disusun sebagai gambaran umum dengan 

maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian tersusun sistematis 

dan terfokus dalam satu arah pemikiran oleh karena itu penulis 

menguraikan menjadi lima bab dan dari kelima bab terdapat subab, 

adapun sistematikannya sebagai berikut: 

Bab pertama, pada bab ini adalah sebagai pendahuluan yaitu 

membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahsan. Jadi bab satu 

ini merupakan sebuah kerangka atau gambaran penelitian. 

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang 

teori teori Pengupahan (ujrah) berdasarkan hukum Islam dan Peraturan 

Pemerintah daerah Kabupaten Tuban No.19 tahun 2016. Poin 

pembahasan  meliputi:  pengertian upah (ujrah), dasar hukum upah 

(ujrah), bentuk upah,  macam-macam  upah, dan sistem pembayaran 

upah dan sistem pengupahan. 

Bab ketiga, membahas  tentang  praktek sistem pengupahan 

pekerja di Unit Usaha Pelanggan Penguna Air Minum (HIPPAM) Desa 

Lajo lor Singgahan Tuban, poin pembahasan meliputi: Diskripsi Unit 

Usaha Pelanggan Penguna Air Minum (HIPPAM), Struktur Organisasi 

dan kepegawaian Badan Usaha Milik Desa BUMDesLajo Sejahtera, 

Produk Pelayanan dan Bentuk Unit Usaha yang dikelola BUMDES  Lajo 
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Sejahtera,  Sistem pengupahan pekerja di Unit Usaha Pelanggan 

penguna Air Meneral (HIPPAM) Badan Usaha Milik Desa BUMDes 

Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. 

Bab keempat, dibab ini membahas tentang kajian analisis sesuai 

dengan tema penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan 

tinjauan hukum Islam dan Perturan Pemerintah Daerah No.19 Tahun 

2016 Kabupaten Tuban terhadap sistem Pengupahan pekerja di Unit 

Usaha Pelanggan Penggunaan Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban 

Bab kelima, pada bab ini merupakan penyususanan skripsi, dimana 

penulis menuliskan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan 

memberikan rekomedasi atau saran-saran peneliti.  
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BAB II 

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DALAM HUKUM ISLAM DAN PERDA 

KABUPATEN TUBAN NO 19 TAHUN 2016 

 

 

A. Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan dalam Persepektif Hukum Islam  

1. Tenaga Kerja Persepektif Islam 

Dalam Islam kerja merupakan unsur produksi yang didasari 

konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk 

memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk 

menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah 

untuk menutupi kebutuhan manusia25. Maka manusia harus bekerja, 

hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh 

manusia untuk menghasilkan barang serta jasa dengan mengharapkan 

imbalan uang, pentingnya bekerja tertera dalam al-Qur’an surat al-Najm 

(53): 39.26 

ْلَْ ْ (٣٩ْي سَْلِلإن سَانِْإلِاْمَاْسَعىَْ)وَأنَ 

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S. al-Najm (53): 

39)27 

 

                                                           
25 Nurul Huda et  al, Ekonomi Makro Islam,(Jakarta: Kencana,2008),.227. 
26 Adesy dan Dewan Pengurus Nasional Fordeb, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan 

Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam,(Depok: PTRajaGeafindo Persada,2017),.225. 
27 Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012 (Jakarta:Sukses 

Publising,2012),.527 
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Tenaga kerja merupakan semua usaha dan ikhtiar  baik berupa 

pikiran maupun fisik yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk 

memperoleh imbalan yang pantas untuk memenuhi kebutuhannya. Islam 

sangat mendorong umatnya untuk bekerja, sesuai yang ditekankan 

dalam al-Qur’an surat al-Balad(90): 4 

 )٤خَلقَ ناَْالن سَانَْفيِْكَبَدٍْ)ْلقََدْ 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada 

dalam susah payah” (Q.S. al-Balad(90): 4)28 

 

Dari ayat di atas menunjukan bahwa manusia hendaknya 

berjuang dan bekerja keras untuk mencapai kejayaan di dunia agar 

keluar dari zona yang susah dan payah. Bentuk-bentuk kerja yang 

disyaratkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan 

kemampuanya sendiri dan bermanfaat diantara nya29: 

a. Menghidupakan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan 

tidak dimanfaatkan oleh orang satupun) 

b. Menggali kandungan bumi 

c. Berburu 

d. Makelar (samsarah) 

e. Perseroan antara harta dan tenaga (mudharabah) 

f. Mengairi lahan pertanian (musaqat) 

g. Kontrak tenaga kerja (ija@rah) 

                                                           
28 Ibid.,.595. 
29 Nurul Huda et  al, Ekonomi Makro Islam...,.229. 
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2. Pengertian Kontrak Tenga Kerja  (Ija@rah) 

Ija@rah dalam bahasa arab berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-

Iwadhu (ganti). Sedangkan menurut syara Ija@rah adalah suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian30. Dan Muhammad 

Shalih al-munajid juga mendefinisikan ija@rah yang dituangkan dalam 

bukunya Intisari Fikih Islam yang telah diterjemahkan oleh Nurul 

Muklisin, menyetakan bahwa ija@rah merupakan akad atas manfaat (jasa) 

yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang 

telah ditentukan31. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Ija@rah merupakan akad perjanjian jual beli manfaat suatu  objek (benda),  

dengan ketentuan waktu yang jelas  dan imbalan upah yang telah 

disepakati masing-masing pihak. 

Dalam syariat Islam perjanjian kerja digolongkan kepada 

perjanjian sewa-menyewa (Ija@rah), yaitu sewa-menyewa tenaga manusia 

untuk melakukan pekerjaan (ija@rah al-asykhas). Dalam praktik dan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi32 

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa  tertentu;  

b. Perjanjian kerja/buruh 

c. Perjanjian pemborangan pekerjaan. 

                                                           
30 Sayyid  sabiq,Fiqh sunnah, Penerjemah; Kamaludin A.Marzuki,fikih sunnah 13 ( Bandung: PT 

Al maarif,1987),.177. 
31 Muhammad Shalih al-munajid, Intisari Fiqih Islami,(Surabaya:Fitrah Mandiri 

Sejahtera,2017),.159. 
32 R.Subekti,Hukum Perikatan: Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional ,(Bandung:Bamdung 

Citra Aditya Bakti,1992),.48. 
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Ija@rah adalah pemilikian jasa dari seorang pekerja (ajir) untuk 

orang yang mengontrak kerja (musta’jir), serta pemilikan harta dari 

musta’jir  untuk seorang ajir. atau dengan istilah lain Ija@rah merupakan 

transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi33. Kontrak 

tenga kerja harus diawali dengan adanya perjanjian kerja, yang dimaksud 

perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) 

atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak 

lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.34  

Jadi kontrak tenaga kerja merupakan kegiatan sewa-menyewa jasa 

(Ija@rah) yang telah disepakati, syarat terjadinya sewa-menyewa jasa ialah 

jasa yang disewakan dan disepakati haruslah jasa yang mubah, tidak 

diperbolehkan menyewakan jasa untuk hal yang haram. Adapun hal-hal 

yang terkait dengan kesepakatan kerja antara lain35 

a. Ketentuan kerja, ija@rah adalah memanfaatkan jasa seseorang 

yang dikontrakan untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena 

itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, 

waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan, 

karena transaksi ija@rah yang tidak jelas maka hukumya adalah 

fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, 

bulanan, atau tahunan. Selain itu Upah kerjanya juga harus 

ditetapkan. 

                                                           
33 Nurul Huda et  al, Ekonomi Makro Islam,(Jakarta: Kencana,2008),.229. 
34 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (jakarta:Sinar Grafika,2000),.151. 
35 Nurul Huda et  al, Ekonomi Makro Islam....230. 
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b. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum 

mengotraknya juga halal. Didalam ija@rah tersebut harus tertulis 

jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir. 

c. Waktu kerja, dalam transaksi ija@rah harus disebutkan jangka 

waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu 

berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. 

d. Gaji Kerja atau Upah (ujrah) Disyaratakan juga honor transaksi 

ija@rah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa 

menghilangkan ketidak jelasan. Upah harus diketahui dengan 

jelas baik wujud, jumlah dan waktu pembayaranya. Untuk 

wujud  kompensasi transaksi ija@rah boleh secara tunai, dan 

boleh juga tidak, dengan syarat harus jelas. 

3. Upah Kerja (Ujrah) 

Dalam pembahasan ija@rah  tentunya tidak lepas dari suatu hal 

yang penting yaitu  Upah (Ujrah), karena merupakan bagian dari sewa 

menyewa ( ija@rah  ), ija@rah  berlaku umum untuk semua akad yang 

terkait dengan pemberian imbalan atas manfaat yang telah diambil.  

ija@rah  dalam fiqih muamalah memeliki dua pengertian yaitu: Sewa-

menyewa dan upah (ujrah). Menurut yang dikemukakan oleh  Sayyid 

Sabiq Ija@rah di ambil dari kata “Ajrun” yaitu pergantian maka dari itu 

pahala juga dinamakan upah”.36 

                                                           
36 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1971), Jilid III, . 177. 
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Upah (Ujrah) adalah sesuatu yang wajib diberikan sebagai 

kopensasi atas manfaat  yang telah di dapatkan37. Secara fiqih, upah 

merupakan kopensasi (imbalan) dari nilai (manfaat) kerja, bukan 

kopensasi pekerjaan itu sendiri (ainul amal) oleh karena itu,  upah 

seorang insinyur lebih besar dibanding pekerja kasar meskipun dari 

fisik pekerja kasar lebih berat pekerjaanya38. Upah dalam persepektif 

Ekonomi konvensional merupakan balas jasa  terhadap faktor produksi 

tenaga kerja, karena upah merupakan salah satu instrumen dalam 

distribusi pendapatan selain bunga, sewa, dan laba39.  

Upah merupakan kopensasi yang harus diberikan kepada pemberi 

manfaat atau pekerja, pemberian upah harus tetap memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam al-Qur’an tidak tercantum 

secara jelas terkait penyebutan upah, namun  pemahaman terkait upah 

bisa  dipahami dari  penafsiran  firman Allah QS. al-Taubah (9):105  

dan QS. al-Nahl (16): 97 

a. QS. at-Taubah (9):105 

ْوَرَسُوو ْعَمَلكَُم  ُ مَلوُاْفَسَيرََىْاللََّّ قلُِْاع  مِنُْْوَالهَُُْۚ ْونَْوَسَترَُدُّونَْل مُؤ 

ْإلِىَْعَالِمِْال غَي بِْوَالشَّهَادةَِْفَينُبَِِّئكُُْ ْتَْكُْمَاْبِْم  ْ(١٠٥ع مَلوُنَْ)ن تمُ 

                                                           
37 Mardani,Hukum Sistem  Ekonomi Islam,(Jakrta:PT RajaGrafindo Persada,2015),.197 
38 Abdul Djalil,DKK, “fiqh rakyat :Ketertautan Fiqh dengan Kekuasaan” (Yogyakarta: LkiS 

Yogyakarta,2000),.84. 
39 Nurul Huda et  al, Ekonomi Makro Islam...,.208. 
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Artinya : “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan” (QS. at-Taubah (9):105)40 

b.  QS. al-Nahl (16): 97 

 

ْأنُ ثىَْوَهُوَْ ْذكََرٍْأوَ  ْعَمِلَْصَالِحًاْمِن  يِْفَْمِنٌْؤْ مُْمَن  بةًَْيَنَّهُْحَياَةًْطَيِِّْلَنحُ 

سَنِْمَاْكَانوُا ْبأِحَ  رَهُم  ْأجَ  زِيَنَّهُم  ْ(٩٧ونَْ)ع مَلُْيَْْوَلَنجَ 

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan” (QS. al-Nahl (16): 97)41 

 

Dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa dalam surat al-

Taubah ayat 105 menyebutkan adanya kata “Ganjaran” yang dimaksud 

adalah upah atau kompensasi. Begitupa juga dengan surat an-Nahl ayat 

16 kata “Balasan” dalam ayat tersebut adalah Upah atau kopensasi. 

Jadi dalam Islam, apabila seseorang mengerjakan suatu pekerjaan 

dengan niat karena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapat balasan 

baik di dunia (berupa upah ) maupun di akhirat (berupa pahala), yang 

berlipat ganda. Jadi dari kedua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa 

                                                           
40  Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.204 
41 Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.279 
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dalam konsep islam  upah memiliki dua aspek yaitu Upah Dunia dan 

Pahala diakhirat.42 

4. Dasar Hukum Upah (ujrah)  

Terkait penentuan upah kerja, syariat Islam tidak 

memberikan ketentuan mengenai landasan hukum upah secara rinci 

dan tekstual, namun dari penjelasan di atas mengenai pengertian 

upah (Ujrah) yang telah dijelaskan secara eksplisit maka yang 

dijadikan landasan hukum upah (Ujrah) yaitu berdasarkan ketentuan 

ija@rah  karena adanya persamaan makna dari keduanya.  Dasar 

hukum tentang ija@rah di syariatkan berdasarkan, al-Qur’an, al-

Sunnah dan ijma’ diantaranya : 

a. Landasan al-Qur’an43 

1).  Firman Allah QS. al-Baqarah (2): 233 

ْوَْ ليَ نِ ْحَو  لادهَُنَّ ْأوَ  ضِع نَ ْيرُ  ْلَي نِْامِْكَْال وَالِداَتُ ْيتُمَِّْأَْْلِمَن  ْأنَ  ْرَادَ

ْوَْ قهُُنَّ ْرِز  ْلهَُ لوُدِ ْال مَو  ْوَعَلىَ ضَاعَةَ وَتُْكِْالرَّ ْبِْس  ْلاْهُنَّ ال مَع رُوفِ

ٌْ ْوَالِدةَ ْتضَُارَّ ْلا عهََا ْوُس  ْإِلا ْنفَ سٌ ْوَلاوَلَْْبِْتكَُلَّفُ ْلهَُْدِهَا لوُدٌ ْمَو 

ْأَْ ْفإَنِ  ْذلَِكَ ْمِث لُ ْال وَارِثِ ْوَعَلىَ ْرَْبِوَلَدِهِ ْعَْفِْاداَ ْترََاضٍْصَالا ن 

ْوَإِنْ  ْعَلَي هِمَا ْجُناَحَ ْفلَا ْوَتشََاوُرٍ ْأنَْ رَدْ ْأَْمِن هُمَا ضِعوُاْْتمُ  ترَ  تسَ 

تُْ ْسَلَّم  ْإِذاَ ْعَليَ كُم  ْجُناَحَ ْفلَا لادكَُم  ْأوَ  ْآتَْمَْم  ْبِْا ْوَاتَّْالْ ي تمُ  قوُاْمَع رُوفِ

َْبمَِاْتعَ مَلوُنَْ ْاللََّّ لمَُواْأنََّ َْوَاع  ْ(٢٣٣يرٌْ)صِْبَْاللََّّ
 

                                                           
42 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Kesan dan Keserasian Al-

qur’an,(jakarta:lentera Hati,2002),vol 5.,.670. 
43 Mardani,Hukum Sistem  Ekonomi Islam...,.196. 
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut, 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. al-

Baqarah (2): 233)44 

 

2). Firman Allah QS. al-Thala@q (65):6 

 

 

دِكُْ  ْوُج  ْمِن  ْحَي ثُْسَكَن تمُ  ْمِن  كِنوُهُنَّ ْوَْأسَ  وهُْتُْلاْم  ْلِتضَُيِِّقوُاْضَارُّ نَّ

ْ لٍْفأَنَ فِقوُاعَلَي هِنَّ ْأوُلاتِْحَم  ْكُنَّ ْحَتَّْي هِْعَلَْْوَإنِ  لهَُْنَّ ْىْيَضَع نَْحَم  نَّ

ْوَْ ْأجُُورَهُنَّ ْفآَتوُهُنَّ ْلكَُم  ضَع نَ ْأرَ  نَمِرُْأ تَْفإَنِ  ْبيَ  ْبمَِع رُوفٍْوا كُم 

رَىْ) ضِعُْلهَُْأخُ  ْفَسَترُ  تمُ  ْتعَاَسَر  ْ(٦وَإِن 
 

Artinya:  “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

                                                           
44 Ibid, .38 
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menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. al-Thala@q (65):6) 

 

3). Firman Allah QS. al-Kahfi (18): 77 

 

ْاسْ  يةٍَ ْقرَ  لَ ْأهَ  ْأتَيَاَ ْإِذاَ ْحَتَّى عمََْتَْفاَن طَلقَاَ لَْط  ْأهَ  ْأنَْ ا ا ْفأَبََو  ْهَا

ْأَْ ْيرُِيدُ ْجِداَرًا ْفيِهَا ْفَوَجَداَ ْيضَُيِِّفوُهُمَا ْفأَقََْن قَْيَْن  ْضَّ ْلَو  ْقاَلَ امَهُ

رًاْ)شِئ تَْلاتَّخَْ ْ(٧٧ذ تَْعَلَي هِْأجَ 
 

Artinya :  “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya 

sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta 

dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk 

negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian 

keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah 

yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding 

itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu 

mengambil upah untuk itu" (QS. al-Kahfi (18): 77)45 

4). Firman Allah QS al-Qashas (28): 26 

داَهُمَاْياَْأبََتِْ ْإحِ  ْخَي رَْقاَلَت  هُْإِنَّ تأَ جِر  تَْْمَنِْْاس  تَْالْ أ ْاس  ْالأمِينُْ)جَر  ْ(٢٦قَوِيُّ

Artinya: “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 

kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 

yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. al-Qashas (28): 

26)46 

 

5). Firman Allah QS. al-Zukhruf (43): 32 

                                                           
45 Ibid,.303. 
46 Ibid, .389. 
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نَ نُْقَسَم  مَةَْرَبِِّكَْنحَ  ْيقَ سِمُونَْرَح  نَاْبَْأهَُم  ْمَعِيي  ْفيِْال حَْهُم  ياَةِْشَتهَُم 

قَْبعَ ضٍْدرََْالدُّن ياَْوَرَفعَ ناَْبعَ ضَهُْ ْفوَ  َّخِذَْاتٍْلِْجَْم  ْبعَ ضًْْيتَ اْبعَ ضُهُم 

مَعُْ اْيجَ  مَةُْرَبِِّكَْخَي رٌْمِمَّ رِيًّاْوَرَح  ْ(٣٢ْ)ونَْسُخ 
 

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. al-

Zukhruf (43): 32)47 

Sesuai yang dijelaskan dalam firman-firman Allah maka upah 

atau gaji harus dibayarkan sesuai dengan yang di syariatkan Allah 

yaitu setiap pekerjaan orang yang bekerja harus di hargai dan di beri 

upah/gaji. Karena tidak memenuhi upah bagi para pekerja merupakan 

suatu kedzoliman. 

 

b. Landasan al-Sunnah 

Yang dijadikan landasan sunah terkait ujrah adalah hadis-

hadis sebagai berikut : 

1) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa@’iy, Abdurrazza@q, al-

Baihaqy; dari Abu Hurayirah dan Abu said al-Khuriy; 

ْأبَيِْسَعِدٍْقالََْأذِاَْ َْعَن  تَْأجَِي رًاْفأَ تأَ جَر  لِْاسَ  هُْأَْع  رَهُْم   ج 

Rasulullah Bersabda “Siapa yang Menyewa Seseorang Hendaklah ia 

beritahu Upahnya”48 

                                                           
47  Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.493. 
48 al-Nasa@’iy,”sunnah al-Nasa@’iy”, Hadis nomor 3797, Kitab al-A@yman wa al-Nudhur. Bab Kita@b 

al-Muza@ra’ah ath Tha@lish min ash-Shuru@t fihi al-Muza@ra’ dalam (Suqiyah Musafa’ah, Hadith 

Ekonomi Islam,Surabaya:UIN Sunan Ampel Press,2014),.94. 
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ْفلَْ  ْأجَِي رًا تأَ جَرَ ْاس  ْمَنِ ْقاَلَ: نَّبىِ ْأجُْ ْسَمِِّْيُْأنَّالَ  ْعبدهلهَُ ْ)رواه ْرَتهَُ

اقوْوَفيهِْْنقِطَاعٌْوَوصَلهَُْال ْمنْطريالرزِّ  يفة(بيْحنقْأبيهقيُّ
Nabi Saw bersabda: “Siapa yang menyewa seseorang hendaklah 

ia sebutkan upahnya” (hadis diriwayatkan oleh Abdurrazza@q 

tetapi didalamya memuat sanad yang terputus dan al-bayhaqiy 

telah menjadikan muttasil dari jalur riwayat Abu Hanifah.)49 

 

2) Hadis yang diriwayatkan Ahmad 

ا  ْحَمَّ ادعٌَن  ْحَدثَنَاحَمَّ ْكَامِلٍ ْأبوُ ْدٍعَْحَدَّثنَاَ ْأبَيْْب رَهِيمَْإِْن ا عَن

ْالنَّبيِْصلَّىْاللهْعَلَيْ  ِْأنََّ تئِ جَارِْْمَْنهََىسَلَّْوَْهِْسَعِيدٍال حُد رِيِّ ْاس  ْعَن 

رُهُْوَعَنْ  سىِْْوالَّْشِْالنَّجْ ْالأجَِيرِْحتَّىْيبُيََّنُْلهَُْأجَ  ْإلقاَءِالحَجَرِْوَْلم 
Artinya: “Abu kamil telah meriwayatkan kamm, Hamma@d juga 

telah meriwayatkan kami bersumber dari Hamma@d 

bersumber dari Ibrahim dari Abu sa’id al-Khudriy: 

“bahwa Nabi Saw Melarang  membayar upah jasa 

seseorang tidak jelas upahnya,juga melarang jual beli 

yang bersifat manipulatif, spekulatif dan barang yang 

tidak pasti”50 

 

3)  Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 

ْابنْعباسْرضيْاللهْعنهماْ ْعن ْأبيه ْابنْطاوسْعن حدثنا

ْوَاعَ طِى ْوسلم ْصلْاللهْعليه ْالََنبىِ مَ تجَ  ْاحِ  االْقال: رَْحُجِِّ ْاجَ  هُْمَ

 )رواهْالبخاريْ(

 

Artinya: “Hadis dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas  r.a 

dia  berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang 

                                                           
49 Ibid,. 
50 Ahmad Ibnu hambal,”Sunnah Ahmad”, hadis no.11139,11222 dan 11348, kitab: Baqiy al-

Musnad al-Mukhathirin, bu Said al-Khudriy dalam (Suqiyah Musafa’ah, Hadith Ekonomi 

Islam,Surabaya:UIN Sunan Ampel Press,2014),.95. 
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tukang bekam kemudian membayar upahnya”. 

(H.R.Bukhari)51 

 

  Hadis di atas menunjukan bahwa Nabi Muhammad telah 

memberikan Upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaanya,  

4)  Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bahwa  Nabi Muhammad 

SAW bersabda: 

ِْب نِْعُمَرَْقاَلَ:ْقاَلَْرَسُولُْ ْعَب دِْاللََّّ وسلمْْليهعصلىْاللهْْْاللََّّْعَن 

ْعَرَْ ْيجَِفَّ رَهُْقَب لَْأنَ  طُواْالأجَِيرَْأجَ   جه(واهْابنْماهُْ)رقُْأعَ 

Artinya:   “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah 

SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya 

kering” ( H.R Ibnu Majah )52  

 

Hadis ini bisa disimpulkan bahwa Nabi Muhammad 

memerintah untuk segera membayarkan upah dengan segera ketika 

pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya, dalam artian tidak boleh 

menunda-nunda dalam memberikan upah. 

5). Hadis yang diriwayatkan Dari Abu Hurairah ra. yang berkata bahwa 

Nabi SAW. Bersabda : 

ْعَلَي هِْ ْاللهُ ْصَلِّى ِ ْالنبيِّ ْعَن  ْعَن هُ ْاللهُ ْرَضِيَ ْهُرَيرةَ ْأبَي وَعَن 

مَْالقِياَمَةِْ:ْرَجُلٌْ ْيوَ  مُهُم  وَسَلَّمْقاَلْ:ْقاَلَْاللهْتعَاَلىَْثلََاثةٌَْأناْخَص 

                                                           
51 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Darْal-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 

Ed.5 . 407 
52 Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, Sunah  Ibnu Majah, (Beirut: Dar al- Fikr, 

2004), Jilid II, .20. 
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اًْفأَكََلَْثمََنهَُ،ْوَرَجُلٌْ ْغَدرََ،ْوَرَجُلٌْباَعَْحُرَّ تأَجَرَْأعطَىْبيْثمَُّ ْاس 

) رَهُْ)رَوَاهُْالبخَُارِيِّ ْيعُ طِهِْأج  فيَْمِن هُ،ْوَلَم  توَ    أجِيراً،ْفاَس 

Artinya:  “Dari Abu Hurairah ra. yang berkata bahwa Nabi saw. 

bersabda: Allah berfirman: Ada tiga orang yang Aku adalah 

lawan mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang berjanji 

atas nama-Ku kemudian mengingkari janji, seorang yang 

menjual orang merdeka, lalu ia makan hasilnya, dan seorang 

yang mempekerjakan seorang buruh, lalu buruh itu 

memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, sedang 

orang itu tidak memberikan upahnya. (HR al-Bukhari)53 

 

Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa hukum memberi upah 

merupakan hal yang wajib dilakukan. 

c. Landasan Ijma’nya 

Yang dijadikan landasan dalam ijma’  pada akad sewa-

menyewa, ulama menggunakan kaidah-kaidah  fikih 

لُْفيِْا لمُعَْ ْيَدٌْالَآصَ  أنَ  باَحَةُْاِلاَّْ ِ َْلٌْعَلىَْتَْدلَِيْ ْلُّْاْمَلةَِْالأ  رِْي مِها ْح 

Artinya:  “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah 

boleh dilakukan  kecuali ada dalil yang 

mengharamkananya”54 

 

مٌْعَلىَْجَل بِْأل مَصَالِحِْ  دفَ عُْال مَفاَسِدِْمُقدََّْ

Artinya:  “Menolak mafsadat (kerusakan, bahaya) didahulukan 

dari pada meraih maslahat”55 

                                                           
53 Hadis sahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari, hadis no. 2075, 2109; Ibn Majah, hadis no. 2433; 

Ahmad, hadis no. 8338. 
54 A. Djazuli “Kaidah- kaidah Fikih,(Jakarta:Kencana,2006),.130. 
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Hikmah dari pensyariatan Ija@rah, yaitu karena manusia  

menghajatkanya. Mengenai diisyaratkan Ija@rah ini, semua umat 

bersepakat, tak seorang ulamapun yang membantah kesepakatan 

(Ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang 

berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap56.. 

Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa : “Seluruh ahli ilmu 

disegala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai 

kebolehan sewa menyewa kecuali apa yang dikatakan oleh 

Abdurrahman bin Ashim “Bahwa tidak diperbolehkan (sewa 

menyewa) karena terdapat ketidak jelasan/gharar, yakni 

melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada” 

pendapat ini keliru karena pendapatnya tidak dapat menolak 

kesepakatan ijma yang telah terjadi dimasa-masa sebelumnya dan 

telah berlaku diberbagai negeri57.  Allah SWT telah 

mensyari’atkan ija@rah ini yaitu bertujuan untuk kemaslahatan 

ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ija@rah. 

5. Rukun dan Syarat Ija@rah  

Syarat dan rukun merupakan dua hal yang berbeda namun saling 

keterkaitan, syarat dan rukun  merupakan sesuatu yang mesti ada 

dalam sebuah akad  atau  transaksi yang harus terpenuhi, tanpa adanya 

                                                                                                                                                               
55 Ibid,.29. 
56 Sayyid  sabiq,Fiqh sunnah, Penerjemah; Kamaludin A.Marzuki,fikih sunnah 13 ( Bandung: PT 

Al maarif,1988),.18. 
57 Ibnu Qudamah,  al-Mughni, (Riyad, Maktabah Riyadh al-Haditsiyah, ) vol. 8, . 6. 
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rukun dan syarat maka suatu transaksi tidak bisa dikatakan sah , ada 

beberapa pendapat terkait rukun Ija@rah, menurut ulama Hanafiyah 

rukun ija@rah adalah ijab qabul, yaitu dengan lafal ija@rah, isti’ja@r, iktira@’ 

dan ikra@’, sedangkan menurut mayoritas ulama’ ada empat yaitu58  

a. Sighah (Ijab qabul) 

Syarat terkait ijab qabul diterapkanya sebagaimana dalam akad 

jual beli, ija@rah disebut juga tij@rah (perdagangan) karena didalamnya 

ada nilai pertukaran harta dengan harta yang dijelaskan dalam 

firman Allah QS. al-Nisa@’(4):29 

وَاياَأيَُّهَاْالَّْ ْبَْلكَُْذِينَْآمَنوُاْلاْتأَ كُلوُاْأمَ  ْتكَُونَْْباِل باَطِلِْإِلاْي نكَُمْ م  أنَ 

ْأنَْ  ْتقَ تلُوُا ْوَلا ْمِن كُم  ْترََاضٍ ْعَن  َْسَكُمْ فُْتجَِارَةً ْاللََّّ ْبكُِمْ ْإنَِّ ْْكَانَ

 (٢٩رَحِيمًاْ)

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu”(QS. al-

Nisa@’(4):29)59 

Jadi syarat dalam ijab qabul  ija@rah  sama halnya dengan jual 

beli yaitu kedua belah pihak saling rela tidak ada unsur paksaan. 

                                                           
58Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam: Wa Adillatuhu,(Jakarta: Gema insani, 2011) jilid 5,.387. 
59 Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012 (Jakarta:Sukses 

Publising,2012),.84. 
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Hanya saja  ditambah ijab qabul dalam ija@rah harus menyebutkan 

masa atau waktu yang ditentukan60. 

b. Pelaku akad ( ‘aqid) 

‘Aqid merupakan pihak- ihak  yang melakukan akad. 

Orang  yang  menyewa atau yang harus memberikan upah 

disebut mu’jir  dan orang yang memberikan jasa atau yang 

berhak menerima upah disebut musta’jir61. Syarat pelaku yang 

ber akad yaitu berakal dan mencapai usia baligh merupakan 

syarat wujud (syart al-in’Iqad) menurut pendapat, ulama Syafi’i 

dan Hanabilah62, sedangkan menurut ulama Hanafiyah mencapai 

usia baligh bukanlah syarat wujud  maupun syrat berlaku, 

sedangkan ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia 

balig merupakan syarat dalam ija@rah sedangkan baligh hanyalah 

syarat berlaku (syarth an-nafadz) 63 

 

c. Upah (Ujrah) 

Terkait penentuan upah kerja Islam tidak mensyariatkan 

ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam al-Qur’an 

maupun al-Sunnah, namun secara umum  ketentuan dalam 

penentuan upah terdapat di QS. al-Nahl (16):9064 

                                                           
60 Moh.Saifullah Al- aziz S, Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya : Terang Surabaya,2005),.378. 
61 Rachmat syafei, Fiqih Muamalah, cet II (Bandung: CV Pustaka Setia,2004),.27. 
62 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, cet II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997),.35. 
63 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam: Wa Adillatuhu,(Jakarta: Gema insani, 2011) jilid 5,.389. 
64 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (jakarta:Sinar Grafika,2000),.155. 
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ْوَْإ سَانِ ْوَالح  ْباِل عَد لِ ْيأَ مُرُ َ ْاللََّّ نَّ ْوَيَن هَىْذِيْالْ تاَءِْإِيِۚ بىَ ْقرُ 

شَاءِْوَال مُن كَرِْوَال بغَ يِْيعَِظُْ ْلَْكُْعَنِْال فحَ  ْ(٩٠تذَكََّرُونَْ)ْعلََّكُمْ م 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran”( QS. al-Nahl (16):90)65 

 

Dari ayat di atas jika dikaitkan dengan upah maka bisa 

disimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil, 

berbuat baik,  dan dermawan terhadap para pekerja dalam 

pemberian upah yaitu memberikan upah yang layak. Menurut 

Wahbah Az-Zuhaili Ada dua macam syarat upah yaitu66: 

1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui,  

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pada sabda 

Rasulullah SAW. “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka 

hendaklah ia memberi tahu upahnya ”  

Jadi upah haruslah bernilai dan harus  jelas terkait 

jumlah dan kapan upah akan diberikan. 

2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan Ma’qu@d 

Alaih (objek akad) 

 

d. Manfaat Objek 

                                                           
65  Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.278. 

. 
66 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam: Wa Adillatuhu,(Jakarta: Gema insani, 2011) jilid 5,.400. 
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Sesuatu yang menjadi transaksi  objek ija@rah mestilah berupa 

sesuatu yang boleh ( mubah), bukan sesuatu yang dilarang 

(haram). Jadi didalam Islam tidak memperbolehkan terjadinya 

transaksi sewa menyewa ataupun perburuhan terhadap suatu hal 

yang dilarang oleh agama. Begitupun atidak dibenarkan menerima 

upah atau memberikan upah untuk sesuatu perbuatan yang 

dilarang67. 

Manfaat suatu objek yang telah diperjanjikan harus dapat 

diketahui dengan jelas. Kejelasan maanfaat dapat diketahui 

dengan cara menentukan bentuk kerja, waktu, upah serta jenis 

kontrak perjanjian tenagannya secara jelas ketika awal akad 

sehingga akan mencegah timbulnya perselisihan, dan hendaklah 

barang yang menjadi transaksi (akad) dapat dimanfaatkan 

kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara’68. 

Ija@rah yang berupa manfaat manusia merupakan Ija@rah yang 

objeknya adalah pekerjaan atau jasa. Ija@rah jenis ini tardapat dua 

macam  jenis yaitu Ija@rah manfaat manusia yang bersifat khusus 

(khas) yaitu seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya secara 

khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu  dan ija@rah manfaat 

manusia yang bersifat umum (musytarik), yaitu pekerjaan atau 

                                                           
67 Helmi Karim,Fiqh Muamalah,(Jakarta:RajaGranfindo Persada,1997),.36. 
68 Helmi karim,Fiqh Muamalah,(jakarta:Raja Grafido Persada,1997),.36. 
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jasa seseorang yang disewa atau diambil manfaatnya oleh banyak 

penyewa69. 

6. Macam-macam Upah (ujrah) 

Kesepakatan upah dalam Islam yaitu ditetapkan oleh 

kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu ajir (orang yang bekerja) 

dan  musta’jir  (orang yang mepekerjakan). Jadi terkait jumlah upah, 

dan  syarat ketentuan bisa diatur dan disepakati oleh kedua belah 

pihak. Upah di klasifikasikan menjadi dua macam diantaranya70 : 

a. Upah yang sepadan (Ajrul Mitsli) 

Upah yang sepadan merupakan upah yang seimbang 

dengan apa yang telah dikerjakan serta seimbang juga dengan 

kondisi pekerjaanya, maksudnya yaitu harta yang dituntut 

sebagai kopensasi dalam suatu kontrak ialah yang sejenis pada 

umumnya. 

b. Upah yang telah disebutkan (Ajrul musamma) 

Upah yang telah disebutkan ialah upah yang sudah 

disebutkan diawal kontrak, dan syaratanya ketika 

diperjanjikan wajib adanya  kerelaan (diterima) dari kedua 

belah pihak. 

                                                           

69 Wahbah Zuhayli, al-Wajiz Fi al-Fiqhi al-Isami, (Damaskus: Darul Fikri, 2006 M)  Vol. 2, . 132. 

70 Nurul Huda et  al, Ekonomi Makro Islam,(Jakarta: Kencana,2008),.230 
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7. Sistem Pengupahan Dalam Islam 

 Tenaga kerja merupakam faktor produksi yang sangat penting, dan 

imbalan baginya disebut upah. Dalam ilmu ekonomi  upah merupakan 

bagian dari deviden nasional yang diterima oleh orang yang bekerja 

dengan tenaga atupun otaknya, baik secara independen maupun untuk 

seorang majikan.71 

 Dalam menentukan upah ada beberapa sistem yang dapat 

digunakan dalam mendistribusikan pengupahan pekerja, masing 

masing sistem mempunyai pengaruh dalam memicu semangat kerja 

pekerja dan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Syariat Islam tidak 

tidak memberikan ketentuan yang rinci terkait sistem pengupahan 

namun secara umum bisa disimpulkan bahwa penetapan upah  

berdasarkan hukum Islam diantaranya : 

a) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai 

 Ketentuan besaran upah harus dijelaskan secara jelas 

jumlah nominalnya ketika awal kontrak perjanjian, hal ini 

berlandasan dari hadis Rasulullah SAW. 

ْأجَِي رًا تأَ جَرَ ْاس  ْمَنِ ْقاَلَ: نَّبىِ ْلهَُْل يسَُْفَْْأنَّالَ  ْ)روامِِّ رَتهَُ هْْأجُ 

ْالبيهقيُّْ ْوَوصَلهَُ ْنقِطَاعٌ ْ ْوَفيهِ اقو ْالرزِّ ْطريمْعبده قْن

 أبيْحنيفة(
Artinya: Nabi Saw bersabda: “Siapa yang menyewa 

seseorang hendaklah ia sebutkan upahnya” (hadis 

diriwayatkan oleh Abdurrazza@q tetapi didalamya 

memuat sanad yang terputus dan al-bayhaqiy 

                                                           
71 Muhammad Syarif Chaudry,Sistem Ekonomi Islam,(Jakarta:Kencana,2014),.195. 
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telah menjadikan muttasil dari jalur riwayat Abu 

Hanifah.)72 

b) Membayar upah  tepat waktu  

 Pembayaran upah hendaknya langsung disegerakan ketika 

pekerja telah menyelelesaikan pekerjaanya, anjuran ini 

berdasarkan landasan Hadis Rasulullah SAW bersabda: 

ْعَرَقهُُْ) ْيجَِفَّ رَهُْقَب لَْأنَ  طُواْالأجَِيرَْأجَ   اجه(ابنْمْرواهأعَ 

Artinya: “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya 

kering” ( H.R Ibnu Majah,no.718 )73 

c) Membayar upah secara adil 

  Upah harus ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa ada 

penindasan pihak manapun yang terkait, seperti prinsip keadalin 

yang sudah ditercantum dalam al-Qura’an Surah al-Maidah (5): 

ayat 8 

ْ امِينَْياَ ْقَوَّ ْكُونوُا ْآمَنوُا ْالَّذِينَ ِْْأيَُّهَا ْشُْْلِِلَّ ْوَلاْبِْهَداَءَ طِ ال قِس 

مٍْعَلىَْألَاْتعَ دِلُْ ْشَنآَنُْقوَ  رِمَنَّكُم  دِلُْاواْيجَ  ىْق رَبُْلِلتَّق وَْأَْواْهُوَْع 

َْخَبيِرٌْبمَِاْتعَْ  ْاللََّّ َْإنَِّ ْ(٨)ْلوُنَْمَْوَاتَّقوُاْاللََّّ
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

                                                           
72 Ibid,. 
73 Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, Sunah  Ibnu Majah, (Beirut: Dar al- Fikr, 

2004), Jilid II, .20. 
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takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(QS. al-Maidah (5): 8)74 

 

  Adil merupakan hal yang paling penting dalam masalah 

pengupahan, menggenai keadilan dalam Islam dikatagorikan  

menjadi dua yaitu75 : 

1) Adil bermakna jelas dan transparan 

Upah yang akan diberikan  harus transparan dijelaskan 

terkait besaranya  jumlah upah, dan tata cara 

pembayaranya. 

2) Adil bermakna Proposional 

Upah harus proposional dengan pekerjaan yang 

dikerjakan, yaitu disesuaikan dengan beratnya 

pekerjaan. 

d) Memberikan upah secara layak 

 Kelayakana upah dilihat dari besaran upah yang 

diberikan kepada pekerja, kelayakan bisa dilihat dari dua 

katagori yaitu76: 

(1) Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan 

                                                           
74  Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.109. 
75 Yusanto,dkk, Menggagas Bisnis Islam,(Jakarta:Gema Insani,2002),.194. 
76 Veitzal,Rivai,Teori kePraktik Manajemen  Sumber Daya Islami,(Jakarta: Rajawali 

Press,2009),.802. 
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 Upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan 

minimum dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 

(2) Layak bermakna sesuai pasaran 

 Upah yang diberikan harus sesuai ketentuan standar 

minimum yang berlaku atau sesuai dengan standar pada 

umunya.  Tidak diperbolehkan memberikan upah karyawan 

dibawah standar pada umunya, sesuai dengan firman Allah 

QS. al-Syu’ara@’ (26): ayat 183 sebagai berikut: 

 

اْفيِْ ْوَلاْتعَ ثوَ  ياَءَهُم   (١٨٣سِدِينَْ)ضِْمُفْ لأرْ اوَلاْتبَ خَسُواْالنَّاسَْأشَ 
ْ

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia 

pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara@’ 

(26):183)77. 

 

Para ahli ekonomi moderen juga mengemukakan berbagai teori 

tentang penetapan upah diantaranya 78: 

a. Subsistence theory 

Teori ini menerangkan bahwa, upah cenderung mengarah 

kesuatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

minimum pekerja dan keluarganya. 

b. Wages fund theory 

                                                           
77  Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.375. 
78 Muhammad Sharif Caudry, Sistem ekonomi Islam,(Jakarta:Kencana,2012),.198. 
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Teori ini menerangkan bahwa, upah tergantung pada 

permintaan dan penawaran Tenaga kerja. 

c. Residual claimant theory 

Teori ini menerangkan bahwa, upah adalah sisa jika 

seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah 

dibayarkan 

d. Marginal prodictivity theory 

Teori ini menerangkan bahwa, dalam kondisi persaingan 

sempurna, setiap pekerja yang memiliki skill dan efesiensi 

yang sama dalam suatu katagori akan menerima upah yang 

sama dengan VMP (value of maeginal product) jenis 

pekerjaan yang bersangkutan.  

Dengan adanya berbagai macam teori dari para ahli 

tersebut,sehingga menandakan bahwa  tidak ada kesepakan 

diantara para ahli ekomnomi terkait penetapan upah. Oleh 

karena itu Islam memberikan solusi bahwa penetapan upah 

harus didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi 

kepentingan antar pihak,  baik pekerja maupun majikan. Upah 

harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tidak 

merugikan kepentingan semua pihak. 

 Tolak ukur upah yang ditetapkan oleh Nabi 

Muhammad ialah Upah minimal didalam sebuah negara. 

Tingakat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam 
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ditentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia 

yang meliputi: makanan, pakaina, dan perumahan. Jadi 

seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup agar bisa 

memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. 

B. Pengupahan Pekerja  dalam aturan Perda Kabupaten Tuban No.19 tahun 

2016 

1. Latar belakang Perda Kabupaten Tuban no. 19 Tahun 2016 tentang 

Ketenagakerjaan 

 

Bidang ketenagakerjaan sangat berperan dalam pembangunan 

daerah, oleh karena itu perlu diadakan peraturan yang mengatur di 

bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh yang mencakup 

pembangunan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, 

pelayanan penempatan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing 

tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial dan perlindungan 

tenaga kerja. 

Setiap orang berhak untuk bekerja  serta mendapatkan imbalan 

dan perlaukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur secara 

merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh 

karena itu  pembangunan ketenaga kerjaan  dengan diadakantya Perda  

Kabupaten Tuban NO.19 Tahun 2016 perlu diadakan untuk 
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menanggulangi masalah ketenagakrerjaan dan sekaligus wujud upaya 

mensejahterakan masyarakat Tuban khususnya. 79 

2. Hak dan Kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh   

  Peraturan daerah kabupaten Tuban No.19 tahun 2016 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur tentang  hubungan industrial  kerja  bagi 

pemerintah daerah  pengusaha, dan  pekerja/ buruh  sebagai berikut80 : 

a. Pasal 36 

(1). Pemerintah Daerah dalam hubungan industrial, memiliki 

fungsi menetapkan kebijakan, memberi pelayanan, 

melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan 

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. 

(2). Pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruhnya dalam hubungan 

industrial, memiliki fungsi menjalankan pekerjaan  sesuai 

dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan 

produksi menyalurkan aspirasi secara demokratis, 

mengembangkan ketrampilan dan keahlianya serta ikut 

memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan 

pekerja/buruh beserta keluargannya 

(3). Pengusaha dan organisasi pengusahanya dalam hubungan 

indusrial, memiliki fungsi menciptakan kemitraan, 

mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan 

memberikan kesejahteraan pekerja/ buruh secara terbuka, 

demokratis dan berkeadilan. 

b. Pasal 37 

Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana 

(1). Serikat pekerja/ serikat buruh 

(2). Organisasi pengusaha 

(3). Lembaga kerja sama Bipartit 

(4). Lembaga kerjasama Tripatit 

(5). Peraturan perusahaan 

(6). Perjanjian Kerja 

(7). Pendidikan hubungan industrial 

(8) Pemasyarakatan Hubungan industrial 

(9). koperasi Pekerja/ buruh 

(10). Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan 

(11). Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial  

c. Pasal  38 ( Hak pekerja/buruh) 

                                                           
79 Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 tentang Ketenaga Kerjaan. 
80 Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 tentang Ketenaga Kerjaan, 22. 
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(1). Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh 

(2). Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh paling sedikit 10 

(sepuluh) orang pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh 

sebagaimana dimaksud pada ayat. 

(3). Memberitahu secara tertulis atau dicatat Dinas. 

(4). Ketentuan mengenai prosuedur da tata cara pencatatan serukat 

pekerja/ serikat buruh dilaksanakan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pasal 39 (hak Pengusaha) 

(1). Setiap pengusaha berhak mmembentuk dan menjadi anggota 

organisasi pengusaha 

(2). Bentuk susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

kerja Serta Personalia Pengusaha ditetapkan dengan anggaran 

Dasar?Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 

  

 

Pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja 

/ buruh atau lebih maka wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit 

yang dicatat pada Dinas. Keanggotan  Lembaga bipartit terdiri dari 

unsur pengusaha, unsur  serikat pekerja/ serikat buruh yang telah 

dipilih secara demokratis, lembaga bipartit berfungsi sebagai forum 

komunikasi, konsultasi, dan musyawarah untuk memecahkan 

permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan. Untuk seluruh pengusaha 

yang mempekerjakan pekerja harus membentuk lembaga tripartit yang 

beranggotakan dari unsur pemerintah daerah, organisasi pengusaha dan 

serikat pekerja/ serikat buruh. Lembaga kerja tripartit merupakan 

lembaga kerjasama yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan, 

saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam 

penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. 
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3. Ketentuan Pengupahan berdasarkan Perda Kabupaten Tuban no.19 

Tahun 2016 

 Upah adalah hak pekerja/buruh  yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan, menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk  tunjangan bagi pekerja   

Perda kabupaten Tuban No 19 tahun 2016 tentang 

Ketenagakerjaan  pada pembahasan tentang  Perlindungan Tenaga 

Kerja yaitu pada  BAB XII bagian ke dua pasal  47 tentang Waktu 

kerja  dan  bagian ke tiga tentang Pengupahan pasal 52 - 54, berikut 

pasal-pasalnya81: 

a. Pasal 47 

  (1)    Setiap pengusaha wajib melaksnakan ketentuan waktu kerja 

 a. 7 (Tujuh) jam sehari dan 40  (empat puluh) jam 

seminggu untuk waktu 6 (enam ) hari kerja dan 1 (satu) 

hari istirahat mingguan dalam seminggu. 

b. 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh ) jam 

seminggu untuk 5 (lima )hari kerja dan @2 (dua) hari 

istirahat mingguan dalam seminggu; dan 

c. waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan 

tertentu  

(2)  pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi 

waktu kerja sebagaaimana pada ayat (1) huruf a dan b 

harus: 

a. ada persetujuan pekerja/buruh 

b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dala 14 (empat belas) 

jam seminggu 

c. wajib membayar upah kerja lembur 

                                                           
81 Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 tentang Ketenaga Kerjaan..30 
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d.perusahaan wajib memberikan istirahat kepada 

pekerja/buruh; dan 

perusahaan wajib memberikan makan  

 

b. Pasal 52 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh Penghasilan yang 

memenuhi Penghidupan yang layak bagi Kemanusiaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undang 

(2) Dalam rangka Mewujudkan  penghasilan yang layak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan Upah 

minimum dengan mempertimbangkan peningktan kesejahteraan 

pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan 

kemajuan perusahaan serta perkebangan perekonomian pada 

umumnya. 

c. Pasal 53 

(1) Pengusaha Wajib Membayar Upah Paling sedikit sesuaia 

dengan Upah minimum Kabupaten 

(2) Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum 

Kabupaten dapat mengajukan permohonan penangguhan  

kepada Gubernur 

(3) Ketentuan mengenai prosedur  dan tata cara permohonan 

penanguhan Upah Minimum Kabupaten dilaksanakan sesuai 

peraturan perudang-undangan yang berlaku. 

d. Pasal 54 

(1) Pengusaha menyusun struktur  dan Sekala upah. 

(2) Penyusunan Struktur dan skala upah sebagaaimana dimaksud 

pada ayat(1) dapat dilakukan melalui analisa jabatan, uraian 

jabatan evaluasi jabatan, dan masa Kerja. 

(3) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh 

lebih rendah dari upah minimum kabeupaten. 

 

 

4. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2007 tentang Pelaksaana 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor.19 Tahun 2006 Tentang 

KetenagaKerjaan. 
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 Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Perda kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016  pada BAB 

VIII mengenai Perlindungan, Pengupaham, Dan kesejahteraan bagian 

ke satu pasal 40  ayat 1  tentang waktu kerja  dan bagian  ke dua 

pasal 46-50, berikut pasal-pasalnya82: 

a. Pasal 40  

(1)  Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan         

waktu kerja 

b) 7 (Tujuh) jam sehari dan 40  (empat puluh) jam 

seminggu untuk waktu 6 (enam ) hari kerja dan 1 

(satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu. 

c) 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh ) jam 

seminggu untuk 5 (lima )hari kerja dan @2 (dua) hari 

istirahat mingguan dalam seminggu; 

b. Pasal 46  

“Setiap Pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang layak bagi kemanusian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan” 

c. Pasal 47 

(1) Untuk mewujudkan Penghasilan yang layak 

sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dilaksanakna 

dengan perlindungan terhadp pengupahan 

(2) Perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi : 

a) UMK; 

b) Upah minimum sektoral Kabupaten; 

c) Upah kerja Lembur; 

d) Upah tidak Masuk Kerja karena melakukan kegiatan 

lain diluar pekerjaanya;  

e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat 

Kerjanya; 

f) Denda dan potongan upah; 

g) Bentuk dan cara pembayaran upah; 

h) Hal- hal yang diperhitungkan dalam upah; 

i) Upah selama mengalami musibah sakit; 

j) Upah sementara tidak mampu bekerja karena 

kecelakaan kerja; 

                                                           
82 Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2007 tentang Pelaksaana Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor.19 Tahun 2006 Tentang KetenagaKerjaan 
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k) Upah untuk kompensasi pembayaran pesangon dan 

lain lainya; dan 

l) Upah untuk perhitungan pajak Penghasilan 

(3). Pengusasaha wajib menyusun struktur dan skala upah 

dalam penetapan upah pekerja/buruh di perusahaan 

dengan memperhatikan status, golongan, jabatan, masa 

kerja, pendidikan dan kompetisi. 

(4). Pengusaha wajib melakukan peninjauan upah secara 

berkala dengan memperhatikan kemampuan 

perusahaan dan produktivitas pekerja/buruh.  

(5).Pengusa wajib melaporkan upah secara berkala 

sekurang-kurangnya 6 (enam)bulan sekali kepada 

Bupati melalui Kepala Dinas. 

d. Pasal 48 

(1). Pengusaha Wajib membuat dan/atau memiliki serta 

memelihara buku Upah. 

(2). Buku upah sebagaimana dimaksud sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan Perundang – 

undangan. 

e. Pasal 49 

(1) UMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) 

huruf a dan upah minimum sektoral kabupaten 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf 

b, di usulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk 

ditetapkan dengan memperhatikan usulan Dewan 

Pengupahan Kabupaten. 

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari 

UMK yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 

(2) huruf a dan b, mengajukan penangguhan sesuai  

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Prosedur dan tata cara penangguhan UMK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

f. Pasal 50 

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan 

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, dan 

kompetensi. 

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala 

dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan 

produktivitas. 

(3) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih  rendah dari 

umk dan upah minimum sektoral kabupaten 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 
 

 
 

(4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), prosedur dan tata cara peninjauan upah secara 

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai 

ketentuan peraturan perundang – undangan. 

 

5.  Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 

tentang UPAH MINIMUM Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 

2019 

   Dalam Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 serta 

Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2007 tentang 

Pelaksaana Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor.19 Tahun 

2006 Tentang Ketenaga Kerjaan, belum mencantumkan  standar 

jumlah Nominal Upah minimum  pekerja si kabupaten Tuban, oleh 

karena itu Penulis mencantumkan Peraturan  Gubernur Jawa 

Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang UPAH 

MINIMUM Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2019, yang 

mana dalam peraturan gubernur ini menetapkan jumlah nominal 

upah Minimum di kabupaten  seJawa Timur Khususnya 

Kabupaten Tuban. 

   Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, 

khususya para pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta 

pekerja dalam pelaksaan produksi, dalam hal ini pemerintah 

metetapkan formula Upah minimum Kabupaten/Kota  sesuai 

dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 
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   Dengan memperhatikan rekomendasi Bupati Tuban dan 

Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan 

ekonomi dan perkiraan inflasi tahun 2018, perlu menetapkan Upah 

Minimum Kabupaten Tuban di Jawa Timur Tahun 2019 dalam 

keputusan Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 2.333.641,85 rupiah. 

   Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah 

minimum Kabupaten Tuban yang telah ditetapkanm, maka 

perusahaan dapat mengajukan penagguhan pelaksanaan Upah 

Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan83. 

 

  

                                                           
83 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang UPAH MINIMUM 

Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2019 
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BAB III 

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI UNIT USAHA HIMPUNAN 

PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPPAM) DI DESA LAJO LOR 

KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN 

 

A. Sekilas Tentang Desa Lajo lor Kecamatan Singgahan Kabupten Tuban84 

Wilayah desa lajo lor merupakan salah satu dari 12 Desa di Kecamatan 

Singgahan Kabupaten Tuban yang secara letak geografisnya di dataran 

Pegunungan, mempunyai luas sekitar 5300 Ha, yang terdiri dari dataran  

tertinggi di Kecamatan Singgahan yang hanya terhampar tegalan atau ladang 

yang hanya menggantungkan Curah Hujan\, yang berada pada ketinggian 

110m dari permukaan  air laut. Desa Lajo lor terdiri dari empat Dusun yaitu : 

a. Dusun Krajan 

b. Dusun Kepodang 

c. Dusun Ngaglik  

d. Dusun Gomang  

Keseluruhan dari satu Desa dan Satu Dusun tersebut memiliki 4 RW dan 13 

RT, batas-batas Desa Lajo Lor adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara  : Desa Tiwian 

b. Sebelah timur  : Desa Mulyoagung 

c. Sebelah Selatan  : Desa Tanggir 

d. Sebelah Barat  : Desa Pereng  

                                                           
84 Tafrikan selaku kepala Desa lajo Lor, wawancara , Tuban, 03 November 2019  
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Jarak pemerintah Desa lajo Lor Dengan Pusat pemerintah sebagai berikut : 

a. Dari pusat Pemerintahan Kecamatan  : 1 KM 

b. Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten  : 50 KM 

c. Dari Pusat Pemerintah  Propinsi  : 151 KM 

d. Dari pemerintahan Pusat   : 850 KM 

Adapun  berdasarkan Survei 2018 saat ini jumlah kepala Keluarga 1137 

(KK) dengan jumlah penduduk tehitung 3815 Jiwa terdiri dari: 

a. Laki – Laki : 1614 Jiwa 

b. Perempuan : 2201 Jiwa 

 

B. Sekilas Tentang  Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban85 

1. Data Umum  

a. Nama BUMDes  : BUMDes Lajo Sejahtera 

b. Alamat   : Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan 

Kabupaten  Tuban 

c. Wilayah Kerja  : Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan 

Kabupaten  Tuban 

                                                           
85  Data dari Peraturan Kepala Desa Lajo Lor Nomor 6 tahun 2017 
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2. Visi dan Misi  

BUMDes “Lajo Sejahtera” berazaskan pacasila Serta Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan mempunyai Vis, Misi 

sebagai berikut :  

a. Visi BUMDes “Lajo Sejahtera” adalah Meningkatkan Pendapatan 

Desa Untuk kesejahteraan Masyarakat Desa. 

b. Misi BUMDes “Lajo Sejahtera” adalah : 

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

2) Mengembangkan Perokonomian Desa 

3) Meningkatkan Modal Usaha  BUMDesa 

4) Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat 

5) Meningkatkan Pengelolaan Aset Desa  

6) Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. 

3. Unit Usaha di  BUMDes “Lajo Sejahtera”  

a. Unit USP ( Unit Simpan Pinjam) 

b. Unit Pasar Desa  

c. Unit Air Bersih  

d. Unit Lumbung Pangan 
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4. Pengurus Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes Lajo Sejahtera) 

a. Pengurus harian  

No Nama Jabatan / Pekerjaan 

1 TAFRIKAN PENASEHAT 

2 KACUNG ALKARNOTO KETUA 

3 ALIMUDDIN DIREKTUR 

4 
KUN SHOLIHUDDIN 

FATMA 
BENDAHARA 

5. M. ANSHORIN KETUA PENGAWAS 

6. ARIF MAHFUD 
SEKERTARIS 

PRNGAWAS 

7. NASIRUDDIN 
ANGGOTA 

PENGAWAS 

8 SAPUAN 
ANGGOTA 

PENGAWAS 

 

b. Struktur Organisasi BUMDes “LAJO SEJAHTERA” 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA PENASEHAT PENGAWAS 

SRKERTARIS BENDAHARA 

UNIT 

USAHA 

USP 

UNIT 

USAHA 

PASAR 

DESA 

UNIT 

USAHA 

AIR 

BERSIH 

UNIT 

USAHA 

LUMBUNG 

PANGAN 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

 
 

C. Unit Usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Di 

Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan  Kabupaten Tuban 

1. Profil   Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)86  

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) merupakan 

salah satu unit usaha yang ada di Desa Lajo Lor Kecamatan 

Singgahan Kabupaten Tuban, HIPPAM  di Desa Lajo Lor ini 

memiliki sebuah nama yaitu HIPPAM TIRTO SEJAHTERA.   

 Unit usaha HIPPAM ini  berdiri sejak  3 januari  2001  hingga 

sekarang, pada awal berdiri HIPPAM dikelolah oleh para Kamituo 

(Kepala Dusun) dan para pemuda desa, namun dirasa kurang 

terstruktur oleh karena itu setelah dibentuknya BUMDes pada 6  

Oktober Tahun 2017 HIPPAM dilimpahkan kepada BUMDes Lajo 

Sejahtera. 

Latar belakang adanya HIPPAM  yaitu pada mulanya masyarakat 

Desa Lajo Lor  tidak pernah kekurangan air karena pada zaman 

dahulu dikawasan sekitar masih banyak pohon-pohon yang rimbun, 

jumlah penduduk masih sekitar ratusan jumlahnya dan sember air 

sangat melimpah, namun seiring perkembangan zaman dan 

pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tidak dibarengi 

pelesrtarian alam yang baik maka kini Desa Lajo Lor kehilangan atas 

sumber air yang melimpah tersebut sehingga masyarakat kesulitan 

untuk memperoleh air bersih , satu satunya cara yaitu  dengan  

                                                           
86  Kacung Alkarnoto selaku ketua BUMDes Lajo Lor , Wawancara, Tuban, 16 November 2019 
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ngangsu ( mengambil air ), itu saja harus rela antri sehari semalam 

dan tidak jarang terjadi perkelahian antar warga karena cara 

pengambilannya harus berebut menimba air di sendang yang debet 

airnya sangat minim dan tempatnya sekitar 5 KM dari pemukiman 

warga. 

 Tahun 2001 Pemerintah Desa Lajo Lor bekerja sama dengan 

pemerintah Kabupaten sehingga di bantu permodalan untuk 

mengalirkan air dari hutan perhutani ke rumah-rumah  warga Desa 

Lajo Lor yang turut serta berlangganan dengan harga yang sangat 

terjangkau. Meskipun mengalami perubahan harga dan model 

pembayaran namun tetap tidak memberatkan warga.  

Pada mulanya pembayaran disistem sama ratakan setiap 

pelanggan yaitu dengan tarif Rp.5000 perbualn, namun dengan 

perkembangannya sekitar mulai tahun 2008 hingga sekarang  

pembayaran  tarif disitem  dari hitungan  tiap permeternya, jadi 

setiap pelanggan terdapat alat penghitung debit air yang digunakan, 

yang biasa disebut warga  meteran  (water mater) dan  saat ini  

jumlah meteran  yang terpasang sebanyak 198  dan  tarif permeternya  

Rp. 1000. Jadi 1 meteran bisa digunakan beberapa rumah yang 

daftarnya secara patungan klompok.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 
 

 
 

2. Azaz HIPPAM Tirto Sejahtera87 

Sesuai dengan dengan yang tercantum dalam Anggaran Rumah 

Tangga (ART) HIPPAM Tirto Sejahtera Desa Lajo Lor Kecamatan 

Singgahan kabupaten Tuban Nomor  01 tentang Azas. HIPPAM 

Tirto Sejahtera memiliki beberapa azas diantaramya : 

a. Azas Sukarela yang berati untuk menjadi pekerja maupun 

Anggota HIPPAM Tirto Sejahtera atas kesadaran sendiri tidak 

ada tekanan dan paksaan oleh siapapun. Terbuka tidak ada 

diskriminasi atau pembatasan dalam bentuk apapun  

b. Azas Demokratif bahwa segala pengelolaan HIPPAM  mengarah 

untuk lebih menguntungkan atau mengutamakan kepentingan 

orang banyak dan dalam mengambil keputusan yang diambil 

didasari dengan musyawarah mufakat dan atau oleh suara 

terbanyak 

c. Azas Kemandirian yang berarti untuk menjalankan kegiatan slalu 

bertumpu pada kemampuan sendiri , bantuan dari pihak lain 

hanya bersifat stimulan  

d. Azas Partisipatif berarti pengurus dalam menjalankan roda 

organisasi HIPPAM  selalu melibatkan para anggotanya sehingga 

mampu membangun jiwa rasa memiliki dan proses belajar 

melalui bekerja sama 

                                                           
87  Data dari Anggaran  Rumah Tangga (ART) HIPPAM Tirto Sejahtera 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 
 

 
 

e. Azas Transparasi berarti ada keterbukaan dari pengurus HIPPAM  

terhadap anggota dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari 

perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 

f. Azas sosial dan Kekeluargaan berati bahwa organisasi HIPPAM 

bukanlah organisasi  semata-mata mencari keuntungan (profit) 

tetapi lebih mengutamakn aspek jiwa sosial dan kekeluargaan 

yang bersifat paguyyuban tanpa pamrih.  

3. Visi  Misi dan  HIPPAM Tirto Sejahtera88 

a. Visi  

Menjamin tersedianya kebutuhan air besrih kepada 

Masyarakat Desa lajo Lor yang sesuai dengan standar 

kesehatan serta kesinambungan dalam pelayanan 

berkelanjutan untuk memenuhi kepda seluruh lapisan 

Masyarakat 

b. Misi  

1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat 

Desa lajo Lor 

2) Melayani dan mencukupi kebutuhan air warga Desa lajo 

Lor dengan baik serta memuaskan 

3) Merawat dan melestarikan alam di sekitar sumber mata 

air 

                                                           
88 Ibid 
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4) Meningkatkan kemampuan aspek kelembagaan, aspek 

keuangan dan aspek HIPPAM 

5) Mengembangkan jaringan pipadistribusi keseluruh Desa 

lajo Lor 

Memaksimalkan peran serta seluruh masyarakat Desa lajo 

Lor tentang pentingnya pemahaman HIPPAM dan Pelestarian, 

pemeliharaann serta sistim penggunaan air bersih 

4. Pengelolah  dan  job description  di Unit Usaha HIPPAM Tirto 

Sejahtera  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua BUMDes pada 

tanggal 16 November 2019, beserta Anggaran Rumah Tangga ( 

ART) HIPPAM Tirto Sejahtera No.1, job description  masing- 

masing unsur adalah sebagai berikut :  

a.  Badan Pengawas  

Ketua      : Anshorin 

Sekertaris     : Safuan 

Anggota       : ABD. Rozak 

 

b. Pengurus HIPPAM Tirto Sejahtera 

1). Pelindung  : Ketua BUMDes Lajo   

Sejahtera 

Tugas pelindung  diantaranya   : 
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a). Melindungi Keberadaan  Lembaga HIPPAM Tirto 

Sejahtera 

b).  Mengayomi Kelembagaan HIPPAM Tirto Sejahtera 

c). Memberikan pembinaan lembaga HIPPAM Tirto 

Sejahtera 

 

2). Pengawas    :  Ketua BPD 

Tugas pengawas  diantaranya  :   

a) Mengadakan Pengawasan terhadap kinerja  badan 

eksekutif 

b) Menyampaikan usul dan saran kepada badan 

eksekutif 

c) Membuat laporan hasil pengawasan 

3). Ketua    : Warsono 

Tugas Ketua  diantaranya   : 

a). Bersama  anggota badan eksekutif  membuat RAPB 

HIPPAM 

b). Menjalankan program Kerja bersama- sama anggota  

badan eksekutif 

c). Memberikan pembinaan  kepada anggota badan 

eksekutif 
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d). Menerima pengaduan pelanggan dan menyelesaikan 

permasalahan bila terjadi konflik  

f). Bertanggung jawab terhadap lembaga baik didalam 

maupun diluar desa 

h).Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan 

masing- masing anggota 

4). Sekertaris     : Shofiudin 

Tugas sekrtaris diantaranya  : 

a). Mencatat seluruh surat menyurat 

b). Melakukan administrasi pembukuan  

c). Melakukan ketata usahaan kearsipan  

5). Bendahara     : - 

Tugas bendahara diantaranya  : 

a). Mengelola Keuangan 

b). Membuat laporan Keuangan secar up to date dan 

lengkap 

6). Pekerja /Anggota 

a).  Bagian Distiribusi dan penarikan : Umi Sa’diyah 

Tugasnya bagian Distribusi  :   

1. Mendistribusikan produk HIPPAM ke masyaraka 
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2. Mencatat meteran (  controling water meter) 

3. Menagih sekaligus menerima pembayaran 

pelanggan  

4. Menyetorkan uang serta bertanggung jawab 

kepada bendahara  

b). Bagian Operator  : Ngasiran  

Tugas bagian Operator    : 

1. Menyalakan dan mematikan pompa 

2. Memelihara dan memperbaiki pompa 

3. Pemeliharaan Sumur  

c). Bagian Teknis    : Mashadi  

Tugas bagian Teknis  : 

1. Memperbaiki kurusakan teknis  

2. Memelihara sarana prasarana  

5. Proses  Perjanjian Kerja  dan Akad tentang  Pengupahan di HIPPAM 

Tirto Sejahtera 

a.  Sistem Rekruitment Pekerja89  

Terkait Perekrutan pekerja HIPPAM Tirto Sejahtera 

menggunakan prinsip swadaya yaitu siapa saja  masyarakat 

                                                           
89 Kacung Alkarnoto selaku ketua BUMDes Lajo Lor, wawancara, Tuban, 16 November 2019 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 
 

 
 

Desa Lajo Lor yang mau atau menhendakinya serta mampu 

mengerjakan tugasnya. 

 Untuk persyaratan tidak ada syarat khusus hanya saja 

siapa saja warga desa Lajo Lor  yang siap berkomitmen dan 

bersedia mengabdi di HIPPAM Tirto Sejahtera 

b. Sistem Akad90 

Berdasarkan informasi dari pekerja dan Ketua 

BUMDes terkait sistem akad atau perjanjian kerja di HIPPAM 

Tirto Sejahtera dilakukan secara lisan saja tanpa ada perjanjian 

tertulis. Ketika perjanjian secara lisan tersebut sudah 

menjelaskan dan saling menyepakati hal – hal yang terkait 

diantaranya  jenis pekerjaan, waktu bekerja, waktu upah 

dibayarkan dan jumlah upah yang diterima. 

c. Sistem  kerja dan pengupahan kerja yang ada di  HIPPAM 

Tirto Sejahtera 

Sistem kerja dan pengupahan kerja yang ada di HIPPAM 

Tirto Sejahtera berdasarkan musyawarah bersama. Dalam 

penetapan  Gaji pekerja  BUMDes tidak menggunakan  standar 

UMK wilayah tuban  karena  BUMDes masih belum mampu 

untuk memberi upah sesuai dengan ketetapan UMK kabupaten 

Tuban  selain  itu  lama waktu bekerja juga kurang dari  

standar  waktu kerja karyawan yang sudah ditetapkan oleh 

                                                           
90 Warsono selaku Ketua HIPPAM Tirto Sejahtera , Wawancara, Tuban, 17 November 2019 
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Perda kabupaten Tuban  yaitu  40 jam perminggu atau 160 jam 

per bulan , jadi untuk penetapan   gaji atau upah BUMDes  

menggunakn standar  hasil  kesepakatan  musyawarah 

bersama, adapun  masing-masing pekerja  terdapat sistem kerja 

dan sistem pengupahan yang berbeda, diantaranya :  

1) Pekerja Bagian  Distiribusi air dan Penarikan Tagihan91 

Tugas pokok  Pekerja bagian ini yaitu  rutin setiap 

bulan selalu mengtontrol meteran (water meter) 

sekaligus menarik tagihan pelanggan dibulan 

sebelumnya dengan memberikan rekening Pelanggan 

Pengguna Air Minum yang jumlah tagihannya  

bervariasi dari masing-masing pengguna tergantung 

pada penggunaan setiap bulannya, selain itu pekerja 

bagian ini juga bertugas untuk menampung aspirasi 

maupun keluhan dari masyarakat. 

Kemudian  dari hasil kontrol meteran  seluruh data 

meteran  di berikan kepada sekertaris HIPPAM untuk 

direkap dan cetak rekening pada Bulan yang akan 

datang, sedangkan perolehan tagihan di setorkan kepada 

bendahara  HIPPAM  sekaligus menerima bayaran atau 

upah kerja berdasarkan hasil perolehan tagihan yaitu 

20% dari hasil tagihan jadi terkait jumlah secara 

                                                           
91 Umi Sa’diyah selaku Pekerja bagian Distribusi dan Penagihan di HIPPAM  Tirto Sejatera, 

Wawancara, Tuban, 17 November 2019 
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nominal tidak pasti, bisa sedikit juga bisa banyak 

tergantung pemakaian pelanggan. Di HIPPAM ini harga 

air relatif sangat murah yaitu Rp. 1000/1 meter kubik.  

  Waktu  kerja atau lama kerja pada pekerja bagian 

distribusi dan  penagihan ini tidak pasti , karena  

bergantung pada masyarakat pengguna yang tidak 

semua pelanngan berada  di rumah ketika pekerja datang 

untuk menagih tagihannya, ada juga pelanggan yang 

belum bisa membayar  pada waktu itu  dan juga ada 

beberapa  pelanggan yang bayarnya hanya setengah dari 

total tagihannya dikarenakan belum ada uang jadi 

pembayarannya dicicil., sehingga  pekerja  harus  

mengunjungi kembali  rumah pelanggan yang demikian.  

 Batas akhir setor atau pengumpulan hasil 

keseluruhan  tagihan sekaligus catatan dari controling 

meteran (water metter) yaitu pada  akhir bulan tepatnya 

tanggal  25 dan selambat lambatnya tanggal 28, mulai 

pengerjaan  yaitu setelah rekening pembayaran telah 

tercetak sekitar tanggal 10 pada bulan tersebut. 

Sehingga waktu kerja  rata-rata p selama 15 hari dengan 

menghabiskan  waktu per hari   3 sampai  4  jam,   mulai 

pukul 14.00 hingga 17.00  yaitu  menyesuaikan 

kebiasaan atau waktu luang para pelanggan berada 
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dirumah,   jadi jika  diakumulasikan  pekerjaan bagian 

ini tiap bulanya  menghabiskan waktu kurang lebih 45  

jam  untuk menyelesaikan tugasnya. 

2) Pekerja Bagian Oprasional92  

tugas pokok bagian Oprasional ini yaitu 

Menyalakan  dan mematikan pompa dari sumberan pusat, 

terkait  sistem gilir karena jumlah pelanggan yang sangat 

banyak  dan sumber air dari sumberan pusat tidak sebanyak 

pada zaman dahulu jadi perlu adanya penggiliran biar 

semua pelanggan bisa memperoleh air dengan adil.  Selain 

itu bagian oprasional juga bertugas untuk Memelihara dan 

memperbaiki pompa apabila terjadi kerusakan sekaligus 

menjaga dan memeliharan Sumur sumberan.  

 Pada pekerja bagian oprasional ini diberi bisaroh 

atau uang lelah  sebanyak Rp 150.000 tiap perbulannya 

ditambah biaya benah pompa  yang rusak apabila ada, 

tambahan tersebut dilihat dari model parahnya kerusakan 

pompa, apabila rusak berat sekitar Rp. 60.000 dan apabila 

rusaknya tergolong rusak ringan sekitar Rp. 30.000. 

3).  Pekerja Bagian Teknis93  

                                                           
92 Ngasiran  selaku Pekerja operator air di HIPPAM  Tirto Sejatera, wawancara, Tuban, 18 

November 2019 
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tugas pokok  bagian teknis yaitu  bagian pemeliharaan 

sarana prasana sekaligus memberbaiki kerusakan teknis, 

ketika terjadi masalah dari pelanggan terkait saluran pipa, 

meteran (water meter) maka pekerja bagian teknislah 

yang menangani selain itu apabila terdapat pelanggan 

baru maka bagian teknislah yang melayani pemasangan 

pipa, meteran dan lain-lain, jadi  waktu kerjanya ketika 

adanya kerusakan teknis atau adanya pelnggan baru. 

Untuk upahnya atau uang lelah mengunakan sistem kerja 

harian yaitu sebesar  Rp. 75.000 per harinya 

6. Upah dengan  sistem  Persenan untuk pekerja bagian Distribusi dan 

penarikan Tagihan  

 Seperti yang dijelaskan  oleh  Ketua  BUMDes Lajo Sejahtera 

bahwa BUMDes dalam unit Usaha HIPPAM Tirto ketika 

mengambil keputusan selalu melalui jalur musyawarah bersama 

dengan Penggurus BUMDes dan Tim Pengawas HIPPAM Tirto 

Sejahtera beserta perangkat Desa  Bermusyawarah sehingga 

menghasilkan sistem persenan yaitu sebanyak 20% dari perolehan 

penarikan  tagihan. 94Upah atau gaji pekerja bagian ini tidak paten 

jumlah nominalnya namun paten pada hitungan presentase 

                                                                                                                                                               
93 Mashadi  selaku Pekerja telnisi di HIPPAM  Tirto Sejatera, wawancara, Tuban, 18 November 

2019 
94 Kacung Alkarnoto selaku Ketua BUMDes Lajo Sejahtera, wawancara, Tuban, 20  November 

2019 
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pendapatan tiap bulan. Dengan ini tim musyawarah berharap atas 

kesejahteraan pekerja sekaligus  pada unit Usaha HIPPAM. 

“Ketika hasil nya banyak  maka pekerja juga berhak mendapat 

upah dengan jumlah besar begitupun sebalike mbak, kalo begini 

kan antara HIPPAM dengan pekerja sama sama bisa merasakan 

keuntungannya, karena anggaran pendapatan HIPPAM yang pasti 

hanya dari penghasilan hasil tagihan pembayaran pelanggan ini 

mbak”. jelas bapak Kacung Alkarnoto selaku ketua BUMDes 

ketika menjelaskan alasan menggunakan sistem 20 %. 

 

a) Upah Rata-rata yang diterima Pekerja bagian distribusi dan 

penarikan Tagihan 

Dengan persentasi 20% dari hasil perolehan tagihan 

yang tiap bulannya berbeda  sehingga gaji atau upah pekerja 

mengalami naik turun bergantung pada pemakaian 

pelanggan, selain itu perbedan tagihan bergantung pula pada 

musim, tagihan pelanggan antara musim penghujan dan 

musim kemarau berbeda karena menyesuaikan ketersedian 

sumber air.  

Ketika musim kemarau ketersedian air lebih sedikit 

sedangkan kebutuhan air di masyarakat lebih banyak, jadi 

ketika musim kemarau diterapkanya sistem giliran selang 

sehari,  yaitu sehari ngalir ke daerah pelanggan bangian barat 

dan sehari setelahnya mengalir ke pelanggan bagian timur, 
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dengan demikian tagihan pelanggan lebih minim dikarenakan 

sistem giliran tersebut.    

Musim panen juga berpengaruh terhadap upah/ gaji 

pekerja  karena mayoritas warga Lajo Lor adalah petani jadi 

ketika musim panen warga mudah membayar tagihan secara 

penuh karena  mempunyai uang, ketika tidak musim panen 

maka terkadang masyarakat pelanggan hanya membayar 

separoh harga tagihan atau bisa dikatakan semampunya di 

waktu itu dan terkadang juga ada beberapa yang hutang  

(ngebon )95, hal tersebutlah yang mempengaruhi besaran 

upah. 

 Berdasarkan  informasi  keuangan dari  Ketua 

BUMDes  dan juga pekerja bagian distribusi  dan penagihan, 

upah yang diterima  pekerja  selama 3 bulan terakhir yaitu 

pada bulan Juli 2019 - September 2019  sebagai berikut:  

                                                           
95  Umi Sa’diyah selaku Pekerja bagian distribusi dan penarikan Tagihan  di HIPPAM Tirto 

Sejahtera, Wawancara, Tuban, 17 November 2019 
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No  Bulan  Perolehan 

Tagihan 

Lama 

Pengerjaan 

Besar 

Upah 

1. Juli 

2019 

Rp. 3.055.000 16 hari  

( 48 Jam ) 

Rp. 611.000 

2. Agustus  

2019 

Rp. 3.017.000 15 hari  

( 48 Jam) 

 

Rp. 603.000 

3 Septem

ber 

2019 

Rp. 2.556.000 14 hari 

( 47 Jam) 

Rp.511.200 

 

b) Tingkat Kepuasan Pekerja Atas Upah yang Diterima 

Pekerja bagian distribusi dan penarikan Tagihan  

pada unit usaha HIPPAM Tirto Sejahtera mengalami 

pergantian  pekerja  beberapa kali  dikarenakan pekerja lebih 

memilih bekerja di luar kota.  Meskipun sebagai petugas 

bagian distribusi  dan penarikan tagihan bisa dilakukan 

sewaktu-waktu dalam artian tidak harus satu hari penuh 

dalam sebulan, namun tetap saja  menjadi beban fikiran, 

karena waktu untuk penyelesaian juga bergantung pada 

pelanggan,  

Terkait Jumlah upah  apabila dilihat dari jumlah 

nominalnya  rata-rata serkitar Rp.  600.000 tiap bulan, 

terkadang juga kurang sehingga  pekerjaan ini hanya  

cocok sebagai sampingan atau sebagai pekerjaan  Ibu 

Rumah Tangga yang tidak ada aktivitas bukan sebagai 

pekerjaan pokok,  karena waktu pengerjaanyapun bebas 
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tidak ada aturan  paten terkait jam masuk kerja . sebelum 

Ibu Umi Sa’diyah pekerja bagian ini selalu diisi oleh 

pekerja laki-laki. Oleh karena upah yang kurang 

mencukupi maka  pekerja lebih memilih resign. 

Karena  dengan upah  sekitar Rp.600.00 pekerja harus  

mengeluarkan uang pribadi  sebagai  ongkos bensin 

transportasi untuk mengerjakan penarikan tagihan 

sekaligus kontroling ,  terkadang harus berulang-ulang 

pengerjaanya  menyesuaikan keberadaan dan kemampuan 

pelanggan untuk membayarnya,. 

“Diarani abot yo gak abot enteng yo gak enteng 

gawean iki mbak, abote iku mergo kadang gak sesusai 

rencanane awak dewe” (dikata berat tidak namun dikata 

ringan  juga tidak bisa,  karena pekerjaan ini terkadang tidak 

sesuai pridiksi)  jelas Ibu Umi Sa’diyah  sebagai pekerja 

bagian distribusi dan penarikan Tagihan.  

Namun Ibu Umi sa’diyah bisa memaklumi itu dan 

tetap menekuni pekerjaan  sebagai  distribusi dan penagihan  

meskipun terkadang upah yang diterima tidak seberapa,  “di 

niati membantu mensejahterakan warga Lajo Lor”, ujar ibu 

Umi sa’diyah.  
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BAB IV 

ANALISIS  HUKUM  ISLAM DAN PERDA KABUPATEN TUBAN NO.19 

TAHUN 2016 TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI UNIT 

USAHA HIPPAM TIRTO SEJAHTERA DI DESA LAJO LOR KECAMATAN 

SINGGAHAN  KABUPATEN TUBAN 

A. Ketentuan Terhadap penentuan upah Pekerja dengan sistem Persenan 

Ketentuan penetapan dengan sistem persenan yang diberlakukan 

kepada  Pekerja  bagian distribusi dan penarikan tagihan di Unit Usaha 

HIPPAM Tirto Sejahtera telah dijelaskan pada Bab III bahwasnnya 

penetapan gaji dengan sistem 20% dari hasil perolehan tagihan, 

merupakan hasil Kesepakatan pada  Musyawarah oleh  penggurus 

BUMDes, Dewan Pengawas HIPPAM Tirto Sejahtera dan Jajaran 

Perangkat  desa  yang dikarenakan  belum mampu memberi Upah/ gaji 

sesuai standar Upah Minimum Kota Tuban, selain belum mampu karena  

dirasa waktu kerja  pada pekerjaan  ini  bebas  bisa dilakukan sesuai 

kemampuan pekerja  dan  bisa  diselesaikan dengan waktu  kurang dari 

160 jam tiap bulannya yaitu standar waktu kerja dikabupaten tuban  oleh 

karena itu hasil musyawarah menetapkan upah dengan sistem persenan. 

Sistem  upah 20% dari hasil tagihan  ini juga sudah di ketahui dan 

disepakati oleh pihak yang bekerja, yaitu pekerja bagian Distribusi dan 

penarikan tagihan sejak awal melakukan perjanjian kerja. Yang dilakukan 

secara lisan. 
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Pemberian upah  dilakukan secara langsung setelah hasil perolehan 

tagihan di akumulasi total, dan upah diambil dari potongan 20 % hasil 

akumulasi total tagihan yang diperoleh pada bulan tersebut oleh Bapak 

Alkarnoto selaku Ketua BUMDes yang mempunyai wewenang dalam 

keuangan96. 

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Dengan sistem 

Persenan 

1. Analisis Perjanjian Kerja  

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa perjanjian kerja dilakukan 

secara lisan  dan pada waktu  perjanjian atau kontrak kerja berlangsung 

diungkapakan secara jelas dan masing-masing pihak saling 

menyepakati hal – hal yang terkait, diantaranya  jenis pekerjaan, waktu 

bekerja, waktu upah dibayarkan dan jumlah upah yang diterima. 

  Dalam aturan konsep ija@rah telah dijelaskan bahwa Islam 

mensyariatkan  adanya  ikatan perjanjian atau kontrak kerja  baik secra 

tulis maupun lisan, syarat dalam ijab qabul ija@rah  sama halnya  dengan 

jual beli yaitu kedua belah  pihak  saling rela  tidak ada unsur paksaan. 

Hanya saja  ditambah  ijab qabul dalam ija@rah harus menyebutkan 

masa atau waktu yang ditentukan97.  

                                                           
96 Kacung Alkarnoto selaku ketua BUMDes Lajo Sejahtera, Wawancara, Tuban, 16  November 

2019 
97 Moh.Saifullah Al- aziz S, Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya : Terang Surabaya,2005),.378. 
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Adapun hal-hal yang harus dijelaskan dan disepakati dalam  

kesepakatan kerja antara lain98 : 

a) Ketentuan kerja, ija@rah adalah memanfaatkan jasa seseorang 

yang dikontrakan untuk dimanfaatkan  tenaganya. Oleh karena 

itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, 

waktu, upah serta tenaganya. 

b) Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum 

mengotraknya juga halal (diperbolehkan) 

c) Waktu kerja, dalam transaksi ija@rah harus disebutkan jangka 

waktu pekerjaan itu, yang dibatasi oleh jangka waktu 

berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu 

d) Gaji Kerja atau Upah (ujrah) Disyaratakan juga honor transaksi 

ija@rah tersebut jelas. 

Dari analisis di atas bisa  disimpulkan bahwa perjanjian kerja 

yang telah terjadi di Unit Usaha HIPPAM Tirto Sejahtera dilakukan 

secara lisan,  berdasarkan ketentuan dalam aturan  hukum islam 

perjanjian secara lisan diperbolehkan  

2. Analisis  terhadap  jenis kerja yang ada di  HIPPAM Tirto Sejahtera 

Didalam Bab II telah dijabarkan terkait Sistem  kerja dan 

pengupahan kerja yang ada di  HIPPAM Tirto Sejahtera bahwa pekerja 

bagian Distribusi dan penarikan Pekerja bagian ini mengerjakan 

pekerjaanya secara rutin setiap bulan yaitu  mengtontrol meteran 

                                                           
98 Nurul Huda et  al, Ekonomi Makro Islam,(Jakarta: Kencana,2008),.229. 
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(water meter) pemakaian pada bulan yang berlangsung sekaligus 

menarik tagihan pelanggan dibulan sebelumnya dan juga menampung 

aspirasi maupun keluhan-keluhan dari pelanggan. Kemudian pekerja 

akan menerima Upah  dari Unit Usaha HIPPAM Tirto Sejahtera berupa 

uang. 

Dalam Bab II telah dipaparkan mengenai konsep Pengupahan 

dalam hal sewa-menyewa jasa dalam Islam disebut (ija@@@@@@@@@@@@@rah ‘ala al-

asykhash) menyebutkan Upah (ujrah) merupakan sesuatu yang wajib 

diberikan sebagai  kopensasi atas manfaat  yang telah di dapatkan99.     

jadi Dalam hubungan kerja antara pemilik dan pekerja harus adanya  

pengupahan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili Ada dua macam syarat upah 

yaitu100: 

a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui,  

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pada sabda Rasulullah 

SAW. “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia 

memberi tahu upahnya ”  

Jadi upah haruslah bernilai dan harus  jelas terkait jumlah dan 

kapan upah akan diberikan. 

b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan Ma’qu@d Alaih 

(objek akad) 

                                                           
99 Mardani,Hukum Sistem  Ekonomi Islam,(Jakrta:PT RajaGrafindo Persada,2015),.197 
100 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam: Wa Adillatuhu,(Jakarta: Gema insani, 2011) jilid 5,.400. 
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  Al-Qur’an tidak tercantum secara jelas terkait penyebutan upah, 

namun  pemahaman terkait upah bisa  dipahami dari  penafsiran  

firman Allah QS. al-Taubah (9):105 dan QS. al-Nahl (16): 97 

Dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa dalam surat al-

Taubah ayat 105 kata “Ganjaran” yang dimaksud adalah upah atau 

kompensasi. Begitupan  juga dengan surat an-Nahl ayat 16 kata 

“Balasan” dalam ayat tersebut adalah Upah atau kopensasi.101 

Pengupahan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW  

yaitu dalam hadis yang Hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yaitu  

ْابنْطاوسْعنْأبيهْعنْابنْعباسْرضيْاللهْعنهماْ حدثنا

ْالََنبىِْصلْاللهْعليهْوسلمْوَاعَ طِْ مَ تجَ  ْاحِ  ْاجَْ لحُجِِّْىْاقال: رَهُْامَ

 )رواهْالبخاريْ(

 

Artinya:  “Hadis dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas  r.a 

dia  berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang 

tukang bekam kemudian membayar upahnya”. 

(H.R.Bukhari)102 

 

Dari hadis di atas menunjukan bahwa  Nabi Muhammad juga 

memberikan Upah kepada seseorang yang telah melakukan 

pekerjaanya. 

                                                           
101Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Kesan dan Keserasian Al-

qur’an,(jakarta:lentera Hati,2002),vol 5.,.670. 
102 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Darْal-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 

Ed.5 . 407 
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kesimpulan dari analisis di atas berdasarkan syarta dan rukun 

ijarah, maka  praktik perburuhan atau hubungan  kerja di unit usaha  

HIPPAM tirto Sejahtera dengan aturan yaitu  menyewa jasa dari 

pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pemberian kompensasi 

atau upah  berupa uang kepada pekerjannya, merupakan salah satu  

kegiatan bermuamalah  jenis Ija@rah (sewa menyewa jasa) yang dalam 

Islam hukumnya  diperbolehkan. 

3. Analisis sistem manejemen pengupahan  pekerja bagian Distribusi dan 

Penarikan di unit usaha HIPPAM Tirto Sejahtera 

Sesuai yang dipaparkan pada Bab III mengenai sistem 

pengupahan yang digunakan  untuk memberi upah atau gaji kepada 

Pekerja bagian  Distribusi dan Penarikan di unit usaha HIPPAM Tirto 

Sejahtera bahwa pemberian upah  dilakukan secara langsung setelah 

hasil perolehan tagihan di akumulasi total, dan upah diambil dari 

potongan 20 % hasil akumulasi total tagihan yang diperoleh pada 

bulan tersebut.  

Penetapan upah tersebut merupakan hasil kesepakatan 

Musyawarah oleh  penggurus BUMDes, Dewan Pengawas HIPPAM 

Tirto Sejahtera dan Jajaran Perangkat Desa yang dikarenanakan belum 

Mampu memberi Upah/ gaji sesuai standar Upah Minimum Kota 

Tuban. Sehingga besaran upah yang diterima setiap bulannya 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 
 

 
 

bervariasi bergantung pada Perolehan tagihan dari keseluruhan 

pelanggan.  

pekerja bagian ini tidak ada upah pokok atau  gaji tetap  

melainkan hanya ada upah yang tidak  paten jumlah nominalnya 

namun paten pada hitungan presentase pendapatan tiap bulan. Jika 

dilihat dari kelayakan  standar upaha dalam Islam yang telah di 

paparkan pada Bab II bahawa penetapan upah sebagai berikut : 

a). Membayar upah secara adil 

  Prinsip keadilan  yang  sudah tercantum dalam al-Qura’an Surah 

al-Maidah (5): ayat 8 

ْأيَُّْ ِْياَ ْلِِلَّ امِينَ ْقَوَّ ْكُونوُا ْآمَنوُا ْالَّذِينَ ْْشُْهَا ْوَلاْبِْهَداَءَ طِ ال قِس 

دِلوُا ْتعَ  ْألَا ْعَلىَ مٍ ْقَو  ْشَنآَنُ رِمَنَّكُم  ْأَْدِلُْاعْ ْيجَ  ْهُوَ ْلِلتَّق وَْوا ىْق رَبُ

َْخَبيِرٌْبمَِاْتعَ مَْ ْاللََّّ َْإنَِّ ْ(٨ونَْ)لُْوَاتَّقوُاْاللََّّ
 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” (QS. al-Maidah (5): 8)103 

Adil merupakan hal yang paling penting, dalam  masalah 

hubungan keraja,  keadilan pengupahan dalam Islam dikatagorikan 

menjadi dua yaitu jelas dan proposional,  jadi upah yang akan 
                                                           
103  Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.109. 
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diberikan  harus transparan dijelaskan terkait besaranya  jumlah upah, 

dan tata cara pembayaranya. Upah harus proposional dengan 

pekerjaan yang dikerjakan, yaitu  disesuaikan dengan beratnya 

pekerjaan yang dilakukan 

d). Memberikan upah secara layak 

 Kelayakan dalam pengupahan  bisa dilihat dari dua katagori 

yaitu104: 

(1). Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan 

  Upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan 

minimum dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 

(2). Layak bermakna sesuai pasaran 

 Upah yang diberikan harus sesuai ketentuan standar 

minimum yang berlaku atau sesuai dengan standar pada 

umunya. Tidak diperbolehkan memberikan upah karyawan 

dibawah standar pada umunya, sesuai dengan firman Allah QS. 

al-Syu’ara@’ (26): ayat 183 sebagai berikut: 

 

اْفيِْ ْوَلاْتعَ ثوَ  ياَءَهُم   (١٨٣سِدِينَْ)ضِْمُفْ لأرْ اوَلاْتبَ خَسُواْالنَّاسَْأشَ 
ْ

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia 

pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan 

                                                           
104 Veitzal,Rivai,Teori kePraktik Manajemen  Sumber Daya Islami,(Jakarta: Rajawali 

Press,2009),.802. 
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membuat kerusakan” (QS. al-Syu’ara@’ 

(26):183)105. 

 

 

Hasil analisis di atas di atas dapat disimpulkan  bahwa penetapan  

Upah yang terjadi di unit usaha HIPPAM Tirto Sejahter kepada  pekerja  

bagian distribusi yang telah menggunakan sistem upah  Persenan yaitu 

sebanyak 20 % dari hasil perolehan tagihan yang jumlahnya belum pasti 

tiap bulannya  sehingga kurang menjamin hak pekerja.   

 Menejemen Pengupahan yang terjadi Tidak sesuai dengan Hadis 

yang diriwayatkan Ahmad, yaitu hadis no.11139,11222 dan 11348, 

kitab: Baqiy al-Musnad al-Mukhathirin, bu Said al-Khudriy yang 

menjelaskan bahwa  Nabi Saw Melarang  membayar upah jasa seseorang 

tidak jelas upahnya.  Karena sistem persenan 20 % tersebut tidak pasti 

jumlah nominalnya  dan bergantung pada  tagihan pelanggan.  

Menggaji pekerja  harus  memperhatikan  prinsip keadilan yang 

mana gaji harus diberikan secara jelas dan proposional, sedangkan di 

unit usaha HIPPAM dalam menggaji pekerja  menggunakan sistem 

upah  persenan yang belum jelas  dan proposional, karena hasil tagihan 

yang diperoleh belum pasti, sedangkan  pekerjaan yang dilakukan 

sudah pasti tiap bulannya, yaitu selalu menagih dan kontroling meteran 

(water meter) kesemua rumah pelanggan, yang mana pekerja 

melakukan pekerjaanya  dengan tenaga  dan juga biaya transport ( uang 

bensin).  

                                                           
105  Kementrian Agama, Al-qur’an  Dan Terjemah, No:P.VI/1/TL.02.1/111/2012,...,.375. 
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C. Analisis Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 tentang 

Ketenagakerjaan terhadap Pengupahan pekerja dengan sistem Persenan  

 

  Telah dipaparkan pada Bab III bahwa  pengupahan Pekerja 

bagian Distribusi dan Penagihan pada Unit Usaha HIPPAM Tirto 

sejahtera, bahwa upah diberikan kepada pekerja  menggunakan sistem 

persenan,  dikarenakan BUMDes Belum mampu memberikan upah atau 

menggaji pekerja sesuai standar Upah Minimum Kabupaten Tuban 

yaitu  sebesar Rp. 2.333.641,85  selain itu waktu kerjanya  bebas, tidak 

ada ketetapan jam masuk kerja sehingga bisa menyesesuaikan  

kemampuan pekerja dan rata-rata pekerkjaan bisa diselesaikan kurang 

lebih  selama 15 hari sekitar kurang lebih 48 jam setiap bulannya,   oleh 

karena itu dalam penentuan upah Pengelola BUMDes bermusyawarah 

dengan pengelola HIPPAM dan juga Perangkat Desa,  sehingga 

diputuskan untuk menggunakan sistem persenan dalam pengupahan 

pekerja bagian distribusi dan penagihan  sebesar  20 % yang rata-rata 

sebesar Rp. 600.000. 

Dalam Bab II telah dipaparkan mengenai ketentuan pengupahan 

berdasarkan Perda kabupaten Tuban no.19 Tahun 2016 yaitu Upah 

adalah hak pekerja / buruh  yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan, menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, 
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termasuk  tunjangan bagi pekerja dan/ atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.106 Kemudian  tentang Perlindungan Tenaga Kerja diatur 

pada Bab XII  bagian  waktu kerja  pasal 47 dan bagiaan  pengupahan  

pasal 52, 53,54107. Serta  terkait hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja tentang hubungan industrial pada bab IX  Perda Kabupaten 

No.19 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan yang sudah dipaparkan 

pada Bab II 

Berdasarkan analisis  di atas  Unit Usaha HIPPAM Tirto 

Sejahtera tidak sesuai aturan Perda Kabupaten No.19 tahun 2016 

tentang ketenagakerjaan dalam  memberikan upah/gaji pekerja  yaitu 

menggunakan sistem persenan  yang jumlahnya ketika dirata-rata  

kurang dari ketetapan  jumlah Upah Minimum Kabupaten Tuban yaitu 

sebesar Rp.2.333,641,85 per bulan dengan ketentuan  standar waktu 

kerja yang ditetapkan  pada Perda Kabupaten Tuban pada pasal 47 

yaitu waktu kerja selama  40 jam dalam seminggu atau 160 jam dalam 

sebulan, apabila upah dihitung tiap perjamnya  sebesar  Rp. 14.586  

Sedangkan di BUMDes Lajo  Sejahtera dalam pemberian gaji pekerja 

berupa upah persenan yang apabila dirata-rata gaji sekitar Rp.600.000 

kurang dari standar upah minimum kerja. Terkait  perlindungan hak 

dan kewajiban pengusaha dan pekerja mengenai  hubungan industrial 

pada unit usaha HIPPAM Lajo Sejahtera juga belum ter menejemen. 

                                                           
106  Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 , point Ketentuan umum pasal 2 ayat24..9 
107 Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 tentang Ketenaga Kerjaan..30 
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Dalam  pasal 53 ayat 2 Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 

2016 dijelaskan bahwa suatu perusahaan atau unit usaha  yang tidak 

mampu membayar upah minimum kabupaten dapat mengajukan 

permohonan penangguhan kepada Gubernur. Dalam artian 

penangguhan  pelaksanaan upah  minimum bagi perusahaan atau unit 

usaha yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan 

perusahaan melaksanakan upah minimum  dalam kurun tertentu.  Jadi 

sistem  menejemen pengupahan pekerja bagian distribusi dan 

penagihan berdasakan Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 

tentang Ketenagakerjaan disimpulkan bahwa  kurang sesuai aturan 

pada  perda kabupaten tuban no. 19 tahun 2016 tentang 

ketenagakerjaa,  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumya  secara  

keseluruhan maka penulis menyimpulkan bahwa : 

1.  Penetapan upah pekerja bagian Distribusi dan Penagihan  yang 

terjadi di unit Usaha HIPPAM Tirto Sejahtera di Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban hasil kesepakatan 

musyawarah pengawas HIPPAM, penaggung jawab HIPPMAM 

dan Kepala Desa beserta perangkatnya dikarenakan belum 

mampu memberi upah sesuai standar UMK kabupaten Tuban, 

sehingga ditetapkan bahwa sistem upah menggunakan sistem 

persenan, yaitu 20 % dari hasil perolehan tagihan. Sehingga 

upah yang diterima pekerja berbeda-beda karena tagihan tiap 

bulanya tergantung penggunaan  pada pelanggan,  sistem 

persenan disetujui oleh pekerja bagian distribusi dan penarikan 

sejak berlangsungnya perjanjian kerja yang dilakukan secara 

lisan.  

2. Sistem pengupahan pekerja di Unit Usaha Himpunan Penduduk 

Pemakai Air Minum (HIPPAM) Desa Lajo lor Kecamatan 
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Singgahan Kabupaten Tuban berdasarkan hukum  Islam  dan 

Perda Kabupaten Tuban No.19 Tahun 2016 terhadap 

a.  Berdasarkan hukum Islam  sistem pengupahan kerja di 

Unit Usaha HIPPAM Tirto Sejahtera sudah sesuai dengan 

ketentuan syarat dan rukun ija@rah dimana perjanjian kerja 

dilakukan berdasarkan kesepakatan pekerja dan pihak BUMDes 

secara lisan, upah diberikan kepada pekerja bagian Distribusi 

dan Penagihan yang telah melakukan pekerjaanya berupa uang. 

Hubungan kerja yang terjadi merupakan perilaku muamalah 

dalam bab Ija@rah ‘ala al-asykhash  yaitu sewa atas jasa, 

keahlian, atau pekerjaan orang, yang didalam Islam hukumnya 

adalah  mubah (boleh), akan tetapi  dalam memenejemen terkait 

sistem pengupahan  yang digunakan yaitu   sistem persenan, 

sebesar 20 % dari hasil tagihan yang belum pasti jumlahnya, 

menjadikan adanya ketidak pastian jumlah nominal dalam upah, 

sehingga  kurang memperhatikan prinsip keadilan baik dari segi 

kejelasan maupun proporsional upah, dan pengupahan yang 

terjadi belum memenuhi standar upah yang layak menurut 

sistem Pengupahan dalam Islam sehingga hak pekerja belum 

terlindungi dengan baik. 

b. Berdasarkan Perda  kabupaten Tuban no.19 Tahun 2016 tentang 

ketenaga kerjaan, dapat disimpulkan bahwa  sistem pengupahan 

yang terjadi pada Unit Uaha HIPPAM Tirto Sejahtera  terhadap 
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pekerja bagian distribusi dan penagihan tidak sesuai aturan 

karena meskipun dalam  keadaan dan kondisi keuangan belum 

mewadahi maka Sesuai dengan aturan yang ada yaitu bagi 

perusahaan maupun Unit Usaha yang tidak mampu memberikan 

upah sesuai dengan standar UMK kabupaten Tuban maka  

dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur.  

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan atau 

unit usaha yang tidak mampu dimaksudkan untuk 

membebaskan perusahaan  melaksanakan upah minimum dalam 

kurun  waktu tertentu. Dan Terkait  perlindungan hak dan 

kewajiban pengusaha dan pekerja mengenai  hubungan 

industrial pada unit usaha HIPPAM Lajo Sejahtera juga belum 

ter menejemen dengan baik. 

B. SARAN  

  Dari hasil kesimpulan di atas maka penulis mengusulkan sedikit saran 

terhadap pembaca terkait sistem pengupahan 

1. Praktik pengupahan harus dilakukan berdasarkan pada  hukum 

Islam yaitu  sesuai dengan aturan  sistem pengupahan dalam Islam 

dan juga perlu memperhatikan  aturan pemerintah yang berlaku  

baik  aturan undang-undang maupun peraturan daerah,  agar tidak 

ada pihak yang dirugikan. 
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2.  Perusahaan, Unit usaha atau jenis lainnya yang memperkerjakan 

sesorang atau yang menggunakan jasa tenaga kerja harus 

menggunakan sistem aturan upah yang layak dan pasti secara 

jelas. Dan harus mengacu pada  prinsip keadilan serta 

memperhatikan   hak-hak dan kesejahteraan para  pekerja. 

3. Menejemen dalam melindungi hak-hak:  pekerja, dan konsumen  

dalam sebuah Unit usaha harus diperhatikan dengan baik. 

4. Dalam memberikan imbalan pekerja lebih baik mengunakan 

sistem gaji bukan upah 
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